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PENGANTAR

Assalamu‘alaikumwr.  wbh.

Bismillahirrahmanirrahim,
Dengan  mengucapkan  syukur  Alhamdulill
kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat
dan kesempatan sehingga kami Pengadilan Agama
Muara Labuh dapat menyelesaikan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Insta

Tahun 2021 dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadila
Labuh Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggung jawaban
pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran
2021

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh mengacu pada Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan Menteri

Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republi

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kine
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Insta
Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh ini merupakan Laporan atas
capaian pelaksanaan kinerja selama Tahun 2021 yang semata-mata Kkita
tunjukan kepada masyarakat pencari keadilan, bahwa Pengadilan Agama
Muara Labuh mempunyai komitmen dan tekad yang optimal baik berupa
output maupun outcome dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan
prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama
Muara Labuh yang sudah ditetapkan yaitu terwujudnya Pengadilan Agam,
Muara Labuh Yang Agung.
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Kami berharap LKjIP Pengadilan Agama Labuh at
memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyara
atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan seb
pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh.
Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pi

semoga dimasa-masa yang akan datang bisa lebih baik lagi dan bermanfaat.

: 820425 200904 1 004
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IKHTISAR EKSEKU
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja i Pemerifig@h (LKjIP)
Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2021 adalah merupakan su
pertanggungjawaban Pengadilan Agama Muara Labuh dalam memberik
Akuntabilitas Kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Lapo
Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah ya
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi
Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bert

“Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama tahun
dengan “Rencana Kinerja” (Performance Plan) tahun 2020 yang nuhnya me
pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Muara Labuém 2020-
2024.

Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang
ditunjang dengan anggaran yang dikelola Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun

2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Secara Kkeseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil Kkinerja
Pengadilan Agama Muara Labuh selama kurun waktu tahun 2021 telah berusaha
memenuhi/ mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat
sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target.
Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari pelaksanaan Job Description dengan

baik dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Muara

Labuh. Namun bukan berarti Pengadilan Agama Muara Labuh tidak me
permasalahan atau kendala, antara lain: keterbatasan Sumber Daya Manusia bai

kualitas maupun secara kuantitas. Namun Pengadilan Agama Muara Lab

berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kin nit termasuk Sumber

iii
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Daya Manusianya sehingga dapat meningkatkan ki

dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat pe adilan.

Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai salah satu Kekuasaan Kehaki
tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus
berusaha untuk menjadi Pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan ya
sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transp

dapat melayani dalam satu kesatuan akses secara terpadu.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupa
pokok dalam sistem peradilan didunia. Keterbukaan merupakan _lah ya
akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan
pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh disusun berdasarkan

sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis

Pengadilan Agama Muara Labuh 2020-2024, yang telah mengacu pada Reviu t

Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 4 April
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pengukuran terhadap sasaran strategis pada setiap indik
memperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja inst
peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja instansi merupakan has
diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Tahap akhir
rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan
pertanggung jawaban yang kemudian dievaluasi se
memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerin‘nga ilan
Agama Muara Labuh Tahun 2021 yang berdasarkan :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( SAKIP ).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (

3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/0T.01.1/12/

tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Agama Muara Labuh berupaya semaksimal mungkin
meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja

yang baik dan dipercaya oleh publik.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-U

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai lembaga

dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung m
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kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas P ungsi y isebutkan

dalam perundang-undangan tersebut. Untuk iuraika | tersebut

sebagai berikut:

1. Kedudukan
Pengadilan Agama muara labuh sebagai lembaga peradilan dan
kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedu
kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agu
badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahka
menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 T
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- omor
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal‘lyatakan
bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana
pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan

Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan Yuridiksi dari Pengadil i

Agama Padang. Pengadilan Agama Muara Labuh terletak di JIn.
Labuh - Padang Aro, Km. 12 Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pau
Duo, Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor 107/KMA/SK/V1/2021 tanggal 04 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang
Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan
Tngkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah Yuridiksi Pengadilan
Agama Muara Labuh terdiri dari 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Solok Selatan

dengan wilayah sebagai berikut : ‘
2
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Tabel 1.1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan

No Kecamatan

1 | Sungai Pagu

O 0N E W

. Bomas Koto Baru
. Pulakek K

Pasir Talang Barat
Pasir Talang Selatan
Pasir Talang Timur
Sako Pasir Talang

Sako Utara Pasir Talang
Sako Selatan Pasir Talang
Pasar Muara Labuh

Koto Baru

2 | Pauh Duo

. Alam Pauh
. Pauh Duo Nan
. Luak Kapau Alam Pau
. Kapau Alam Pauh Duo

. Pekonina Alam Pauh Duo

3 | Koto Parik Gadang Diateh

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Pakan Rabaa

Pakan Rabaa Tengah
Pakan Rabaa Utara
Pakan Rabaa Utara Duo
Pakan Rabaa Timur
Pakan Rabaa Selatan
Batang Lolo

Balun

4 | Sangir

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lubuk Gadang

Lubuk Gadang Selatan
Lubuk Gadang Utara
Lubuk Gadang Timur
Lubuk Gadang Barat
Lubuk Gadang Barat Daya
Lubuk Gadang Tenggara

5 | Sangir Jujuan

32.
33.
34.
35.

Padang Air Dingin
Lubuk Malako

Padang Gantiang
Bidar Alam
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6 | Sangir Balai Janggo

7 | Sangir Batang Hari

. Ranah Pantai Cermin
42.
43.
44,
45.
46.
47.

Abai

Sitapus

Dusun Tangah
Lubuk Ulang Aling
Lubuk Ulang Aling Tengah
Lubuk Ulang Aling Selatan

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

an

nta‘:ku

Kehakiman, Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama Muara Labuh adalah

pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-

orang yang beragama Islam pada bidang :

a. Perkawinan.

b. Waris.

c. Washiat.

d. Hibah.

e. Wagqaf.

f. Zakat.

g. Infaq.

h. Shadagah.

i. Pengangkatan Anak.
j. Dispensasi Nikah.

k. Ekonomi Syariah.
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3. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di a

Labuh mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

gadilan ma Muara

(8

_atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Muara

B

B

Fungsi Mengadili ( Judicial Power ) '
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Labuh berfungsi mengadili perkara-perkara : Perkawinan, Waris,
Washiat, Hibah, Wagqaf, Zakat, Infaq, Shadagah, Pengakatan Anak,
Dispensasi Nikah dan Ekonomi Syariah.

Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Fungsi Mengadili ( Judcial Power ), yaitu memeriksa dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di
wilayah hokum masing-masing ( Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 )

Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, blmblngan dan petunjuk kepada jajarannya,
baik menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun
administrasi umum ( Vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ) m

B

Hakim dan ASN ( Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Fungsi Pengawasan
Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku

1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 )

]

B

Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum ( Hukum
Islam ) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila
diminta ( Vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

) v
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C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama gacu pada
Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004
administrasi dan fungsi di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan
Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan Peraturan Mahka
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adap
organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh terdiri dari seorang Ket
seorang Wakil Ketua.

2. Hakim, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Panitera dan Sekretaris.

4. Dalam melaksanakan tugas Panitera dibantu oleh :
e Panitera Muda Hukum.
e Panitera Muda Gugatan. ‘

e Panitera Muda Permohonan.

e Panitera Pengganti
e Jurusita/Jurusita Pengganti.

e Pranata Peradilan

5. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris dibantu oleh :
e Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

e Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

e Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
e Pranata Komputer

e Arsiparis

e Pustakawan

e Bendahara
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1). Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia ( SDM ) Pengadilan
berjumlah 23 orang pegawai dengan rincian seba

Tabel 1.2. Data Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021

No Nama Jabatan

1 2 3

1 | Haris Luthfi, S.H.I.,, M.A. Ketua

2 | Koidin, S.H.I,, M.H. Wakil Ketua

3 | Rizki Elia, S.H.IL. Hakim

4 | Jacki Efrizon, S.H. Panitera

5 | Darnialis, S.Ag. Sekretaris

6 | Etma Juita, B.A. Panitera Muda Gugatan PNS

7 | Muhammad Fadhly Agusmen, S.H. Panitera Muda PNS

Permohonan
8 | Roni Pebrianto, S.H.I., M.H. Panitera Muda Hukum
9 | Hafniati Kasubbag. Umum dan
Keuangan
. Kasubbag. Kepegawaian,

10| Syafrizal Organisasi dan Tata Laksana

11 | Gerhana Putra, S.H. Panitera Pengganti

12 | Febriana Putri Rahmadayanti, S.T. Pranata Komputer PNS

13 | Traiana Agustin, A.Md.A.B. Arsiparis PNS

14 | Rusman OKlaviardi Satpam PPNPN
15 | Nasrul Satpam PPNPN
16 | Febrineldi Indrawan, S.H. Sopir PPNPN
17 | Jonhendri Pramubhakti

18 | Yuli Sosra, S.M. Pramubhakti




19 | Yuli Yani, A.Md. PPNPN

20 | Vivi Susriawati Pramu PPNPN
21 | Yosri Vita, S.E. Pramubhakti
22 | Dezi Nofita Sari, S.E. Pramubhakti
23 | Fitrawati, S.H.I. Pramubhakti

Tabel 1.3. Golongan/Ruang Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021.

Kepani Kejuru Kesekre
No  Gol/Ruang  Hakim terjan | Sitaan | tariatan Jumlah
1 I/c -
2 I11/a 1 -
3 /b - 1 -
4 Ii/c - 2 - - 4
5 Ii/d 1 2 - 1 4
6 IV/a 1 - - - 1
Jumlah 3 5 - 5 13

Tabel 1.4. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh

Tahun 2021.
Jenis Kelamin Pendidikan tertinggi
No Jabatan Laki- Perempuan 1 2 s3

laki

1 | Ketua 1 - - 1 -

2 | Wakil Ketua 1 - - 1

3 | Hakim - 1 1 - -

Jumlah 2 1 1 2 -
Total 3

Tabel 1.5. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kepaniteraan Pengadilan Agama

Muara Labuh Tahun 2021.
Jumlah Pendidikan tertinggi

No Jabatan Lk Pr SLTA D3 s1 | s2 3
1 | Panitera 1 - - 1 -

2 | Panitera Muda 2 1 - 1 1

3 | Panitera Pengganti 1 - - 1

4 | Fungsional / Staf - - - - -

Jumlah 4 3

Total
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Tabel 1.6. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidik itaan Pe ama
Muara Labuh Tahun 2021.
Jumlah Pendidikan tertinggi

No Jabatan Lk Pr SLTA D3 s1 | s2

1 | Juru Sita - - - - - -
2 | Juru Sita Pengganti - - - - - -
Jumlah - - - - - -

Tabel 1.7. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kesekretariatan Pengadila
Muara Labuh Tahun 2021.

Sekretaris - 1 -

2 | Kepala Sub Bagian | 1 1 - 2
3 | Fungsional/Staf - 2 - -
Jumlah 1 4 - 2

Total

Grafik 1.1 : Tingkat Pendidikan SDM Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021

PENDIDIKAN SDM PA MUARA LABUH

1/
c li/a /b l/c

1n/d

IV/a

Grafik 1.2 : Pangkat/Golongan Ruang SDM Pengac_a Labuh Tahun 2021
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Jumlah

20-30

31-40

Sebaran Umur SDM
Pengadilan Agama Muara Labuh

W Hakim
B Kepaniteraan
M Kejurusitaan

B Kesekretariatan

41-50 51- <

Rentang Umur

Grafik 3 : Tingkat Umur SDM Pengadilan Agama Muara Lab

Tabel 1.8. Mutasi Keluar/Masuk SDM Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021.

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. Ketua Wakil Ketua Keluar
1 PA Kelas I.B

19721231 200112 1 007

Dra. Hj. Rahmadinur Hakim Hakim Keluar
2

19581010 199303 2 003

Drs. Nurfadhil Panitera Panitera Keluar
3 19660718 199403 1 003

Ali Murdani Candra, S.H. Jurusita Panitera Pengganti
4 19890905 201503 1 002

Willia Hesti Sari, S.E. Kasubbag. PTIP Penyusun Laporan | Keluar
5 19850323 201101 2 019 Keuangan

PA Kelas I.B

Koidin, S.H.I, M.H. Hakim Wakil Ketua Masuk
6

19771124 200904 1 002

Jacki Efrizon, S.H. Panitera Panitera Masuk
7

19770513 199703 1 002

Muhammad Fadhly Agusmen, | Panitera Panitera Muda | Masuk
8 SH Pengganti Permohonan

19870620 201212 1 002

Roni Pebrianto, S.H.I,, M.H. Panitera Panitera Muda | Masuk
9 .

19900201 201403 1002 Pengganti Hukum
10 Haris Luthfi, S.H.I, M.A. Wakil Ketua Ketua

19820425 200904 1 004

Etma Juita, B.A. Panmud. Hukum Panitera Muda
11

19640727 199302 2 001 Gugatan

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021
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Tabel 1.9.Kenaikan Pangkat SDM Pengadilan Agama uh Tah 1.

NO Nama / NIP TMT Gol. No. SK Tanggal
1. | Gerhana Putra, S.H. 01-04-2021 628/DjA/KP.04.1/ SK/2/
19830611 200904 1 004 1i/d 2021
2. | Haris Luthfi, S.H.I, M.A. 01-10-2021 ?2164/DjA/KP.04.1/SK/8/
19820425 200904 1 004 IV/a 2021

2). Sumber Pendanaan
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran
mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut :

e DIPA.005.01.2.401990 sebesar Rp. 2.981

sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan

yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangar@ Urusan
Administrasi Rp. 2.944.304.000,- ( Dua miliar sembilan ratus empat

puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah ).

2. Pengadaan Sarana dan Prasaran di Lingkungan Mahkamah Agung
Rp. 37.500.000,- ( Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).
e DIPA.005.04.2.401991 sebesar Rp. 57.000.000,- ( Lima puluh tujgh juta

rupiah ) berupa kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan.

Perbandingan Alokasi anggaran Tahun Anggaran 20 untu

masing-masing program sebagai berikut:

Tabel 1.10. Alokasi Dana pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun
Anggaran2021.

No PROGRAM/KEGIATAN PAGU 2021(Rp)

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan Administrasi
Peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung RI

1. 2,944,304,000,-

37.500.000,-

3. | Peningkatan manajemen Peradilan Agama 57,00

TOTAL 3.308.

]
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D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Dalam rangka melaksanakan fungsi peny n perkard§glan fungsii
administratif, Pengadilan Agama Muara Labuh terus melakukan berbag
srategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Meskipu
sebagai organisasi pemerintah, Pengadilan Agama muara labuh pasti m
berbagai peluang, ancaman, hambatan dan potensi permasalahan. Dal
strategis ini, metode evaluasi perencanaan strategis yang dipakai adalah
SWOT (Strenghts, weakness, Opportunities dan Threaths) yang dapat membantu
penyusunan rencana untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
a. Kekuatan Yang Dimiliki (Strenght)
Kekuatan (strenght) yang dimiliki oleh Pengadil
mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam ran peru -
undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemu@encakup
sebagai berikut :

1. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas

2. Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang

berlaku)

3. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan

4. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job Descri

Penunjukan dan Renstra atau Program Tahunan

5. Kekompakan/Komitmen Manajemen

6. Dukungan sistem berbasis Web/Desktop berupa website Pengadilan dan
Aplikasi SIPP

7. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, serta Panitera dan Jurusita
maupun kode etik untuk seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara)

8. Adanya anggaran sidang keliling, Sidang Terpadu, dan Prodeo.

9. Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, Kemenag dan

instansi terkait.

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021




b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan pada Pengadilan A
fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ad
1. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepanit
kesekretariatan

Gedung yang belum representatif

Belum adanya anggaran Posbakum
Belum optimalnya pelaksanaan SOP
Adanya pembatasan dana perkara prodeo

Belum semua perkara yang diminutasi dapat diarsipkan tepat waktu

N o 1ok W

Masih ada pegawai bidang kesekretariatan dan
tugas rangkap.
8. Kurang adanya Bimbingan Teknis bagi tenaga S gd
kepaniteraan)
9. Kurangnya sarana dan prasarana gedung Kantor.
c. Peluang (Opportunity)
Berikut adalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dilakukan
perbaikan :

1. Adanya aplikasi berbasis Web/desktop

2. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya pe

3. Pelaksanaan sidang terpadu melalui kerja sama dengan Pe
Daerah dan Kantor Urusan Agama

4. Penyediaan Mesin EDC untuk memudahkan membayar biaya perkara

5. Melegalisir alat bukti persidangan di Kantor Pos.

6. Adanya kerjasama dengan pemerintah daerah dalam melakukan
penyuluhan hukum.

d. Ancaman (Threat)
Berikut ini adalah ancaman yang akan dihadapi dan harus dicari strategi
untuk tetap dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Transportasi ke Pengadilan Agama tidak lancar

2. Masih banyak perkawinan yang tidak tercatat
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<~

biaya Perkara.

Isu Internal dan Eksternal
| Pengadilan Agama Muara Labuh

INTERNAL

Bantuan panggilan yang bermasalah

Meningkatnya jumlah penduduk miski

Lemahnya kesadaran hukum masyarakat

Strengths

Adanya Kelembagaan dan
Kewenangan yang jelas

Adanya dasar hukum yang jelas
(peraturan perundang-undangan
yang berlaku)

Adanya Reformasi Tata Kelola
Peradilan

Adanya Standard Operasional
Prosedur (SOP), Job Description, SK
Penunjukan dan Renstra atau
Program Tahunan
Kekompakan/Komitmen Manajemen
Dukungan sistem berbasis
Web/Desktop berupa website
Pengadilan dan Aplikasi SIPP

Kode Etik dan Pedoman Prilaku
Hakim, serta Panitera dan Jurusita
maupun kode etik untuk seluruh ASN
(Aparatur Sipil Negara)

Adanya anggaran sidang keliling,
Soidang Terpadu, dan Prodeo.
Memiliki hubungan yang baik
dengan Pemerintah Daerah, Kemenag
dan instansi terkait.

Opportunities

Adanya aplikasi berbasis
Web/desktop

Kerjasama dengan pihak Bank
berkaitan dengan panjar biaya
perkara

Mobile Court (untuk sidang Keliling)
Melegalisir alat bukti persidangan di
Kantor Pos.

Pelaksanaan sidang terpadu melalui
kerja sama dengan Pememrintah
Daerah dan Kantor Urusan Agama
Penyediaan Mesin EDC untuk
memudahkan membayar biaya
perkara

Menghadirkan petugas Kantor POS
untuk melegalisir alat bukti
persidangan Adanya kerjasama
dengan pemerintah daerah dalam
melakukan penyuluhan hukum

EKSTERNAL

Weaknesses

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi
SDM bidang kepaniteraan dan
kesekretariatan
Gedung yang belum representatif
Belum adanya anggaran Posbakum
Belum optimalnya pelaksanaan SOP
Adanya pembatasan dana perkara
prodeo
Belum semua perkara yang
diminutasi dapat diarsipkan tepat
waktu
7. Masih ada pegawai bidang
kesekretariatan dan bidang
kepaniteraan yang tugas rangkap
8. Kurang adanya Bimbingan Teknis
bagi tenaga teknis (hakim dan
kepaniteraan) Kurangnya sarana dan

prasarana gedung Kantor

1. Transportasi ke Pengadilan Agama
tidak lancar

2. Masih banyak perkawinan yang
tidak tercatat

3. Bantuan panggilan yang bermasalah

4. Meningkatnya jumlah penduduk
miskin yang tidak mampu
membayar biaya Perkara Lemahnya
kesadaran hukum masyarakat

5= BN

en

Threats

[

e

membayar
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Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran
dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun
2021. Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut diperbandingkan

dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2020 sebagai t

r
keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhad
kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah cela mnerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Muara
Labuh Tahun 2021, sebagai berikut :
Babl  Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pengadilan Agama Muara Labuh,
dengan penekanan kepada aspek strategis Pengadilan Agama Muara Labuh
serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang diha

Pengadilan Agama Muara Labubh.
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Bab Il  Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhti jian ki ahun yang
bersangkutan
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Pengadilan Pengadilan Agama Muara Labuh
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Ag
Labuh untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
Agama Muara Labuh sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pen
Agama Muara Labuh. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran stra
tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisa
2. Membandingkan antara realisasi kinerja se
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun tera
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan talﬁ dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis Pengadilan Agama Muara Labubh;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasil
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja.
Bab IV  Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi

meningkatkan kinerjanya.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Labuh 20
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan Kkinerja perencan
menengah Pengadilan Agama Muara Labuh yang berisi tentang gambaran s
kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadi
Muara Labuh beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran
dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara
Labuh telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang
Nasional Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan pemerint ususnya
dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Seb@lah satu
agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 - 2024, pembangunan bidang hukum
dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam
rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi
manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola

pemerintah yang baik (good governance), Proses penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Agama Muara Labuh telah dilakukan secara partisipatif
satker dilingkungan hukum Pengadilan Agama Muara Labuh maupun
eksternal. Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Agama Muara Labuh dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Muara Labuh adalah “TERWUJUDNYA

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH YANG AGUNG ".
Visi Pengadilan Agama Muara Labuh tersebut merupakan kondisi atau

gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat

memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Muara Labuh dalam mela

aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Muar

mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai b
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d.

Mi

1.
2.
3.
4,

Pengertian secara kelembagaan Penga h adalah
Pengadilan Agama yang merupakan Pen
berkedudukan di Kabupaten Solok Selatan de .Waya Muara
Labuh - Padang Aro, Km. 12 Ampalu, Kecamatan Pauh Duo, Kabu
Selatan yang daerah hukumnya meliputi 7 kecamatan di Kabu
Selatan sebagai berikut :

e Kecamatan Sungai Pagu.

e Kecamatan Pauh Duo.

e Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.
e Kecamatan Sangir.

e Kecamatan Sangir Jujuan.

e Kecamatan Sangir Batang Hari.

e Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Pengertian secara organisasional Pengadilan Agama Muara Labuh adalah yang

susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota,
Pejabat Fungsional yang terdiri dari Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera
Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti dan Jurusita/

Jurusita Pengganti serta seluruh staf dan Pejabat Struktural yang terdiri dari

Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tekonologi Infro n

Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Bendahara Pengeluaran.
si Pengadilan Agama Muara Labuh adalah sebagai berikut :

Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Labuh;

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Muara Labuh;

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Labubh.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agam

Labuh menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dal

waktu tahun 2020 -2024 adalah sebagai b_
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1) Terwujudnya kepercayaan masyaraka n melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan
2) Terwujudnya penyederhanaan proses pe an melalui
pemanfaatan teknologi informasi
3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat
terpinggirkan
4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra)

- 2024, adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kepastian Hukum yang transparan da

2) Mewujudkan manajemen sistem informasi berbasis

yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yan rhana, Ak
dan transparan

3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap
peradilan ( acceef to ju stice )

4) Meningkatkan kenerja SDM melalui transparansi pengelolaan yang objektif.

5) Meningkatkan Pengelolaan Aset, keuangan dan Kinerja.

6) Meningkatkan Pengawasan kinerja aparat Pengadilan, baik secara internal

maupun Eksternal.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Muara Labuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Agama Muara Labuh dan RPJM 2020 - 2024 sebagaimana
tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-
A9/26/Kp.04.5//2021 Tanggal 04 Januari 2021 tentang Reviu Renstra Pengadilan
Agama Muara Labuh tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan

memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2
2024 Pengadilan Agama Muara Labuh . Adapun indikator Kinerja Utama
berikut :
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No

KINERJA UTAMA

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

Persentase sisa
diselesaikan
Persentase perkara perdata disel
tepat waktu

Persentase perkara yang Tidak M
Upaya Hukum Banding.
Persentase perkara yang Tidak M
Upaya Hukum Kasasi.

Persentase perkara yang Tidak Mengaj
Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
Index Kepuasan Pencari Keadilan.

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara.

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata
yang dikirim kepa
waktu.
Persentase Perkara
melalui Mediasi.
Persentase berkas perkaraya
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yg
diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
Persentase Putusan yang menarik perhatian
masyarakat (Ekonomi syariah ) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari
sejak putusan.

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan.

d.

Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan.

Persentase Perkara yang diselesaika
luar Gedung Pengadilan.
Persentase Pencari Keadilan Golo
tertentu yang mendapat layanan B
Hukum ( Posbakum ).

Persentase Perkara Permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum.

Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Labuh.

D. Program Utama dan Kegiatan Pokok

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya

pada suatu program.

suatu kegiatan. Kegiatan pokok adalah bagian dari program yang dilaksanaka

satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi ara Labuh,
perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan
tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Ag
Labuh mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan progra
mencapai Sasaran Strategis dalam hal :
a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Mis
d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadila

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muarah Labuh dalam
pelaksanaan; Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :
a. Peningkatan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
b. Pekara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui
Pembebasan Biaya perkara

c. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sid

diluar gedung / Sidang Terpadu
d. Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber
daya manusia ( SDM ) yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang

berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Pembayaran gaji dan tunjangan.

b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.
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3. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran
Program Peningkatan Sarana dan Prasara ah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dala
sarana dan prasarana yang memadai.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan pr

lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Gambar 2.1 Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh
E. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Labuh memua ka

target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada p

sasaran. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dic

periode tahun 2021.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses a. Persentase Sisa Perkara yang 100%
Peradilan yang Pasti, diselesaikan
Transparan, dan Akuntabel b. Persentase perkara yang
) : 100%
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa

perkara 100%
d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya 10
hukum: banding, kasasi, PK
I
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. Index re

keadilan
layanan peradi

Peningkatan aktifitas
pengelolan penyelesaian

perkara

. Persentase isi pu

. Persentase putusan y

diterima oleh pihak tepat
waktu

. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi

. Persentase berkas perkara

yang dimohonkan banding,

kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat
waktu.

menarik perhatian
masyarakat [ekonomi
syari’ah] yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari sejak putus.

Meningkatnya akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan

terpingirkan

. Persentase Perkara prodeo

yang diselesaikan

. Persentase perkara yang

diselesaikan di luar gedung
pengadilan

. Persentase perkara

permohonan [voluntair]
identitas hukum

100%

100%

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan

. Persentase Perkara perdata

yang ditindak lanjuti
[dieksekusi]

. Persentase penyerahan

saringan putusan akta cerai
kepada para pihak tepat
waktu.

90%

100%

Meningkatnya kualitas

pelaksanaan reformasi

. Persentase implementasi

zona intregritas menuju
WBK dan WBM
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birokrasi b. Persenta
akreditasi

6. | Meningkatkan transparansi a. Persentase pelak
pengelolaan belanja Pegawai
dan operasional perkantoran

pengelolaan belanja layanan
perkantoran[ operasional] dan
b. Persentase pelaksanaan

non operasional : .
belanja non operasional

7. | Terwujudnya standar Persentase pelaksanaan belanja
kebutuhan sarana dan modal

prasarana perkantoran

Tabel. 2.2 Rencana Kinerja Pengadilan Agama muara la

F. Penetapan Kinerja Tahun 2021
Penetapan Kkinerja pada dasarnya adalah pernyataan k‘n ang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelola. Tujuan khusus penetapan Kkinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran Pengadilan Agama Muara Labuh menciptakan tolok ukur kinerj i

dasar evaluasi kinerja
Penetapan Kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan rencana kinerja tahun

2021 yang telah disusun pada awal tahun 2021.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata 100%
Peradilan yang Pasti, Agama yang diselesaikan

Transparan, dan Akuntabel

Persentase Perkara Perdata
Agama yang diselesaikan Tepat

Waktu
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Persentase
Mengajukan Up
Banding

Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi

Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali

Index Kepuasan Penca

Keadilan

2. | Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang 10%
Diselesaikan Melalui Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang 100%

Dimohonkan Banding, Kasasi,
dan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1
Hari Setelah Putus

3. | Meningkatnya Akses Peradilan

bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo 100%
yang Diselesaikan
Persentase Perkara yang 100%

Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Persentase Perkara
Permohonan (voluntair)
Identitas Hukum
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4. | Meningkatnya Kepatuhan

terhadap Putusan Pengadilan

Persentase
Perdata yang
(Dieksekusi)

Tabel. 2.3 Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Muar

NO URAIAN PROGRAM

1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Badan Urusan Administrasi

2. | Peningkatan Sarana dan prasarana di lingkungan

Mahkamah Agung RI

3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

TOTAL

Tabel 2.4 : Pagu Penetapan Kinerja Anggaran Tah

3.308.804.000,-

KESEKERTARIATAN
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Pengelolaan Persentase kelengkapan 100%
Adminsitrasi Kepegawaian dokumen Pegawai
dan Pengembangan SDM.
Persentase pengusulan SK KNP, 100%
KGB, Pensiun Pegawai secara
tepat waktu
Persentase penyusunan dan 100%

penyelesaian laporan kegiatan
pengelolaan administrasi
kepegawaian

Persentase pemenuhan e-
dokumen kepegawaian pada
aplikasi SIKEP dan Aplikasi
Backup SIKEP (ABS)

100%

Persentase pengusulan Pegawai
untuk mengikuti pelatihan dan
diklat

100%

Meningkatnya pengelolaan

transparan dan akuntabel

dan pelaporan keuangan yang

Persentase pengelolaan laporan
keuangan tepat waktu

100%

Persentase pengelolaan arsip
keuangan

100%

Meningkatnya kualitas

manajemen rencana program
dan anggaran serta organisasi

Persentase pembuatan dan
pengusulan dokumen rencana
program dan anggaran

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021
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secara transparan, efektif dan | Persentase
efisien pengisian |
monev
Meningkatnya pengelolaan Persentase penyus 00%
sarana dan prasarana untuk penyelesaian laporan
menunjang secara periodik dan tepat
pelayanan peradilan waktu

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun

PENGADILAN AGAMA
Sumatera Barat 2

Qi ‘

Gambar 2.2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja

Pegawai Negeri Sipil
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksan
kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi g
yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk men
keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam m
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk me
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetap
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ pun me“;lin
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2021,
dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja
dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

tercapai atau tidak.

Capaian =—healisasi 459,
Target

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian  target Kkinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian
tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil
Pengukuran Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021
secara umum Pengadilan Agama Muara Labuh dalam melaksanakan tugas pokok dan, fungsi

telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar

target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator

sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.
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A.1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 202

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh,
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator Kkinerja y
ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah d
tercapai atau tidak. Secara umum terdapatbeberapa keberhasilan pencapaian target ki
namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam

tabel dibawah ini :

No. Sasaran Indikator Kinerja
Strategis
1. Terwujudnya | Persentase Sisa Perkara

Proses Perdata Agama yang | 190

Peradilan diselesaikan ’ e e

yang  Pasti,

Transparan Persentase Perkara Perdata

dan Agama yang diselesaikan | 1009, 100 100

Akuntabel Tepat Waktu
Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya 0
Hukum Banding S 99,75 105
Persentase Perkara Yang -
Tidak Mengajukan Upaya 0
Hukum Kasasi 97% 100 103,09
Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya o
Hukum Peninjauan Kembali e 100,00 102,04
Index Kepuasan Pencari
Keadilan 90% 91,25 101,38
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2. Peningkatan | Persentase Salinan Putusan
Efektivitas Perkara  Perdatayang
Pengelolaan dikirim kepada Para Pihak | 100% 100,00 100,00
Penyelesaian | tepat waktu
Perkara Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui .
Mediasi 91% 7,5
Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap 100% 100,00
dan Tepat Waktu
Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat
Diakses ~ Secara  Online | 1000
dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus
3. Meningkatnya | Persentase Perkara Prodeo
Akses yang Diselesaikan 100% 100,00 100,00
Peradilan bagi
Masyarakat Persentase Perkara yang
Miskin dan Diselesaikan di Luar
inggoi i 1009
Terpinggirkan | Gedung Pengadilan % 100,00 100,00
Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapat Layanan 0%
Bantuan Hukum ° 0,00 0,00
(Posbakum)
4. Meningkatnya | Persentase Putusan Perkara
Kepatuhan Perdata yang Ditindak
terhadap lanjuti (Dieksekusi)
Putusan 100% 100,00 100,00
Pengadilan
5. Meningkatnya | Persentase kelengkapan
Pengelolaan | dokumen pegawai 100% 100% 100%
Adminsitrasi
Kepegawaian Persentase pengusulan SK
dan KNP, KGB, Pensiun pegawai 0
100%
secara tepatwaktu L0 100%
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Pengembang | Persentase penyusunan dan
an SDM. penyelesaian laporan
kegiatan pengelolaan
administrasi kepegawaian
Persentase pemenuhan e-
dokumen kepegawaian
pada aplikasi SIKEP dan
Aplikasi Backup SIKEP
(ABS)
Persentase pengusulan
pegawai untuk mengikuti
pelatihan dan diklat
Meningkatnya | Persentase pengelolaan 100%
pengelolaan laporan keuangan tepat
dan waktu 100,00 100,00
pelaporan Persentase pengelolaan 100%
keuangan arsip keuangan
yang
transparan
i a
akuntabel
100,00 100,00
Meningkatnya | Persentase pembuatan dan
kualitas pengusulan dokumen
manajemen rencana program dan 100% 1o, e Lo
rencana anggaran
program dan | persentase pelaksanaan
anggaran pengisian laporan kinerja 100% 100,00 100,00
SErE o dan e-monev
organisasi
secara
transparan,
efektif dan
efisien
Meningkatnya | Persentase penyusunan dan
pengelolaan penyelesaian laporan bmn
sarana dan secara periodik dan tepat 100% oo LAY
prasarana waktu
untuk
menunjang
pelayanan
peradilan

Table 3.1. Table 3.1. Capaian Target Indikator Utama Pengadilan Muara Labuh

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh 2021

32




Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, isi wa dalam
tahun 2021 secara umum Pengadilan Agama Muara Lab
pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari
sebagian besar target indikator kinerja pada tahun 2021. Namun demikian disisi
terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai
ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Agama Muara Labuh telah
analisis dan evaluasi atas capaian kinerja 2020, untuk mendapatkan umpan ball
melakukan perbaikan pada Renstra 2020 - 2024 secara berkesinambungan.

Capaian dari masing-masing sasaran strategi dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transpa

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan
Labuh dalam memberikan peradilan yang past
akuntabel, Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana di

dibawah ini:

No. Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi Capaian
Strategis
1. Terwujudnya | Persentase Sisa Perkara
Proses Perdata Agama yang | 190y
Peradilan diselesaikan ’ 100 100
yang Pasti,
Transparan, Persentase Perkara Perdata
dan Akuntabel | Agama yang diselesaikan | 1009 100
Tepat Waktu

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya 95%

Hukum Banding 93,75 105
Persentase Perkara

Yang Tidak  Mengajukan

Upaf}{a & 97% 100 103,09
Hukum Kasasi

Persentase perkara yang

Tidak Mengajukan Upayal

Hukum Peninjauan 98% 100,00 102,04

Kembali

Index Kepuasan Pencari

Keadilan 90% 91,25

Tabel 3.2 Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yan n, dan Akuntabel

33

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh 2021



1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a.

Cara Menghitung Capaian :

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh 2021

Analisis atas capaian indicator-indikator kinerja sasaran gai berik asaran ke
Indikator Kkinerja ke-1 : Persentase Sisa Perkara Perdata Agama Yang Di
Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara
perkara perdata agama yang diselesaikan dengan Jumlah sisa perkara perdata

harus diselesaikan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

umlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan x100%
Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan

Catatan :
Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama
tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agam ta}‘elu ya
yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata
agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan. Adapun sumber data dari indicator kinerja ini adalah Laporan
Tahunan dan Laporan Bulanan dan Penanggung Jawab nya adalah Panitera Pengadilan

Agama Muara Labubh.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dala

sisa perkara tahun lalu,

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Persentase sisa perkara perdata agama 100% 100% 100%

yang diselesaikan

Tabel 3.3. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2021

No Jumlah Perkara Capaian
Sisa Putus Sisa
1 1 0 100%

Tabel 3.4 Persentase Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2021

Jumlah Sisa Perkara Perdata Agama yang Disele
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Jumlah Sisa Perkara Perdata Agama yang Harus Disele

=1/1x100% = 100%

Capaian Kinerja Tahun 2021
=100/100x 100% = 100%
Berdasarkan realisasi Persentase sisa perkara Perdata Agana yang diseles
100%. Hal ini sama dengat target yang direncanakan yakni 100% sehingga

kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 100%.

b. Indikator Kkinerja ke-2 : Persentase perkara perdata aga

waktu.

yang diselesaikan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu x100%

Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam

menyelesaikan perkara secara tepat waktu

Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output

adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bula
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian

pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase perkara perdata agama yang | 95% 100% 105,26%
diselesaikan tepat waktu

Tabel 3.5 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 dapat digambarkan

dalam tabel berikut :
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Jumlah Perkara
perkara perkara
perkara erdata perdata
No | Jenis Perkara perdata g ama van agama yan
agama yang 8 Yang | giselesaika
diselesaikan iilseltesalll::n tidak tep
epatwaktu | ..
Perdata 407 407 0
Jumlah 407 407 0

Tabel 3.6 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021

=407x100% =100%
407

Capaian Kinerja Tahun 2021

=100 x 100% = 105,26% a4

95

Berdasarkan realisasi Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan secara tepat

waktu adalah 100%. Hal ini lebih tinggi dari target yang direncanakan yakni 95% sehingga

capaian kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan secara tepat waktu adalah 105,26%.

c. Indikator Kinerja ke-3 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Banding.

Yaitu Perbandingan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding den

perkara diputus

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajuka Upaya Hukum Banding 100%

Jumlah Perkara Diputus

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Persentase perkara yang tidak 95 % 99,75% 105 %
mengajukan upaya hukum Banding

Tabel 3.7 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Catatan:

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya
banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulana

adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upay ino dalam jan

triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka
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Indikator ini adalah indikator yang menggambarkan ti
terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Labuh. Selain it
kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. D

capaian indikator ini bersumber dari laporan data perkara.

Jumlah Perkara

Perkara Perkara
Diputus Diputus

No Jenis Perkara Perkara yang Tidak yang

Diputus Mengajukan | Mengajukan
Upaya Upaya
Hukum Hul
Banding
Perdata 407 406

Adapun cara menghitung capaian dari Indikator Kinerja tersebut a
dengan mengunakan rumus sebagai berikut:
Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding 100%

Jumlah Perkara Diputus

=406 x 100% =99,75%

407

Capaian Kinerja Tahun 2021
=99,75x 100% = 105%
95
Berdasarkan realisasi Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
adalah 99,75%. Hal ini lebih tinggi dari target yang direncanakan yakni 95% sehingga capaian

kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah 105%.

d. Indikator kinerja Ke-4 : Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum

Kasasi.

Yaitu Perbandingan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasidengan j

perkara diputus pada tahun berjalan.
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Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Up Kasas 0%
Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi | Capaian

Persentase perkara yang tidak 97% 100 103
mengajukan upaya hukum Kasasi

Tabel 3.8 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2

Catatan :
Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hu
Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangkawaktu triwulanan. Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dal

Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.

-7

Jumlah Perkara
Perkara Perkara
Diputus yang Diputus
No Jenis Perkara Perkara Tld?k yal.lg
. Mengajukan | Mengajukan .
Diputus Capaian
Upaya Upaya
Hukum Hukum
Kasasi Kasasi
- Perdata 407 407 0 100%

Adapun cara menghitung capaian dari Indikator Kinerja tersebut adalah dea
dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasix 100%

Jumlah Perkara Diputus

407 x 100% = 100%
407

Capaian Kinerja Tahun 2021
= 100x100% =103%
97

e. Indikator Kinerja Ke-5 Persentase perkara yang Tidak MengajukanUpaya Huk

Peninjauan Kembali.
Yaitu Perbandingan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali dengan jumlah perkara diputus pada tahun berjalan. Dapat

dibitungdengan rumus sebagai berikut :
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Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi | Capaian

Persentase perkara yang tidak 98% 100 102,04 %
mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali

Tabel 3.9 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Tahun 2021
Catatan :

Merupakan Persentase perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hokum peninjauan
kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka w
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum peninjauan k
tahunan.

Data pada indicator ini diinput dalam jangka waktu tahunan ‘

Adapun cara menghitung capaian dari Indikator Kinerja tersebut adalahdeapat

dihitung dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Perkara
Perkara Perkara
Diputus Diputus
No Jenis Perkara Perkara yang Tidak yang
Diputus Mengajukan | Mengajukan
Upaya Upaya
Hukum PK Hukum PK
- Perdata 407 407 0

umlah Perkara Diputus vang Tidak Mengajukan Upava Hukum PK x100
Jumlah Perkara Diputus

=407 x100% = 100%
407
Capaian Kinerja Tahun 2021

=100x 100% =102,04%
98

Berdasarkan realisasi Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum P

Kembali adalah 100%. Hal ini lebih besar dari target yang direncanakan yakni 98%

capaian kinerja Persentase perkara yang tidak mengaj
adalah 102,04%.

m Peninjauan Kembali
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f. Indikator Kinerja ke-6 Index responden penca

terhadap layanan peradilan

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan a

kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kanto

Agama Muara Labuh.

ilan ya

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Capaian

responden pencari keadilan yang 90
puas terhadap layanan peradilan

91, 25

101,3%

Tabel 3.10 Persentase Index responden pencari keadilan

peradilan.

Indikator ke enam yaitu index responden pencari keadilan yang p aste‘ layanan

peradilan. Indikator kinerja ini

bertujuan untuk menggambarkan indeks

kepuasan

masyarakatatas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Hasil penyusunan Survey

Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun 2021 mempunyai

kategori Sangat Baik, yaitu dengan nilai rata rata tertimbang SKM adalah 3,65 atau konversi IKM
sebesar 91,25. Berikut adalah tabel nilai persepsi, internal IKM, interval konversi IKM, mutu
pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Peraturan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedo

KepuasanMasyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah sebagai

1 1,00 - 64,99 | 25.00 - 64.99 D Tidak Baik

2 65,00 - 76,60 | 65.00 - 76.60 Kurang Baik

3 76,61 - 88,30 | 76.61 - 88.30 B Baik

4 88,31 - 88.31 - Sangat Baik
100,00 100.00 A
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Gambar 3. 1 Sentra Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Aga

Nilai hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terus bergeraknaik dari awal

dilakukan survei IKM pada tahun 2021 mendapatkan nilai 91,25 (Baik),

Pada tahun 2021 ditetapkan target 90 (sangat Baik) dengan melihat realisasi capaian
tahun 2019 dan 2020 disebabkan beberapa faktor, antara lain perilaku pelaksana pelayanan

oleh petugas yang menerapkan 5S ( Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan Kkinerj

pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari
mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan
terjangkau oleh masyarakat, kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari

bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam

pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kesesuian persyaratan pelayanan

Kemudahan prosedur pelayanan 3,58
Kecepatan waktu dalamn pelayanan 355
Kewajaran biaya/tarif pelayanan 337

Kesesuian produk pelayanan

o U B WIN

Baik

Kompetisi/kemampuan petugas
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7. Perilaku petugas pelayanan aik

8. Kualitas sarana dan prasarana aik

9. Penanganan pengaduan pelayanan
Rata - rata tertimbang
Ukuran realisasi indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang pu
layanan pengadilan.
Jika dilihat data di atas maka untuk perkara kepuasan pencari keadilan tentang put

Pengadilan Agama Muara Labuh telah memuaskan. Untuk Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan pengadilan Pengadilan Agama Mu
survey kepuasan para pencari keadilan sesuai denga
KEP/25/M.PAN/2/2014 tanggal 24 Februari 2004 dan Peraturan Me an

16 tahun 2014. ‘

Pengadilan Agama Muara Labuh telah melakukan survey Kepuasan Pencari Keadilan

yang menggunakan 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey
Kepuasan Pencari Keadilan yang diantaranya: Kemudahan Informasi Pelayanan, Kecepatan
Pelayanan, Kesopanan Petugas Pelayanan.

Hasil Penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun

2021 menunjukan Kategori Sangat Baik, yaitu dengan nilai target yang telah ditetapkan

sebesar 90 dan realisasi 91.25 maka capaiannya adalah 101,38%. .

Gambar 3.2 Rapat tindak lanjut hasil survei SKM. 2021
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2. Sasaran Strategis : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Per}
Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan sistem perkara,

terdiri dari 4 (empat) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel

NO Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
2. Peningkatan [a. Persentase Salinan putusan

Efektifitas perkara perdata yang dikirim

Pengelolaan kepada para pihak tepat

Penyelesaian waktu

Perkara b. Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan

PK yang diajukansecara lengkap 1_
dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkarayang
menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online 100% 0% 0%
dalam waktu 1 hari setelah
putus

Tabel 3.11 Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan PenyelesaianPerkara

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran ke-2

a. Indikator Kkinerja ke - 1: Persentase Salinan Putusan Perkara Per

dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat
waktu adalah perbandingan antara jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang
dikirim kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus.
Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang

dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100%
Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam e
pengelolaan perkara khususnya ketepatan waktu dalam mengirimkan salinan putusan

Adapun Dasar Hukum dari Indikator Kinerja ini adalah ahkamah Agung No.01

Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tent an Salinan dan Petikan
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Putusan

Indikator Kinerja Utama Target

Persentase Isi Putusan yang dikirim
para pihak tepat waktu
Tabel 3.12 Persentase Isi Putusan yang dikirimpara pihak tepat waktu

100% 100%

Indikator Jumlah Jml Isi Putusan yang Capaian

Putusan diterima Tepat waktu
Persentase isi putusan yang 407 407 100%
diterima oleh para pihak
tepat waktu

Tabel 3.13 Jumlah Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu

Adapun cara menghitung capaian dari Indikator Kinerja tersebut a
dengan mengunakan rumus sebagai berikut:
Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang

dikirim kepada Para Pihak tepat waktu x100%
Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

=407 x100% = 100%
407

Capaian Kinerja Tahun 2021
=100x100% = 100%
100

Berdasarkan realisasi Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim k
Pihak tepat waktu adalah 100%. Hal ini sama dengat target yang direncanakan yakni 100%
sehingga capaian kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu adalah 100%.
b. Indikator Kinerja ke - 2: Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah adalah
perbandingan jumlah perkara yang diselsaikan melalui mediasi dengan jumlah
perkara yang dilakukan mediasi.

Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi x100%

Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

— Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambar gadilandalamefektifitas
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pengelolaan perkara khususnya penyelesaian perkara ediasi.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara da g tepat da
dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk
penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi adalah salah s
pendukung Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses
terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yan
cepat dan berbiaya ringan. Tata cara mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat
melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative
saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di p
memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih ber

meningkatkan  keberhasilan mediasi, KMA mengeluarkan

i, Nomor

108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini
mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan
mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut,
tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk mendukung pelaksanaan mediasi Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh telah
menunjuk mediator melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

Nomor : W3-A9/501/KP.04.5/X1/1/2021 Tanggal 4 September 2021 tentang P,

Mediator Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh. Mediator adalah pihak
ditunjuk untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan
sebuah penyelesaian.

Akan tetapi proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Muara
Labuh belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan, dari uraian capaian di atas
disimpulkan bahwa capaian penyelesaian perkara melalui Mediasi masih jauh dibawah

target.

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Persentase Perkara yang diselesaikan

. o 90% 7,5% 8,3%
melalui mediasi

Tabel 3.14 Persentase Perkara yang diselesaikanm
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Jumlah Perkara Jumlah Perkara Yang J ur;1a1?1h ,l;ie;:k
yang Melakukan diselesaikan diselgé saikan Capaian
Mediasi Melakukan Mediasi Melakukan Mediasi
40 3 37 7,5%

Tabel 3.15 Jumlah Perkara yang Melakukan Mediasi
Cara menghitung Capaian :

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi x100%
Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi

=3x100% =7,5%
40

Capaian Kinerja Tahun 2021
=7.5x100% =8,3%

90
Berdasarkan realisasi Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasia dalah 7,5%. Hal

ini sama dari target yang direncanakan yakni 90% sehingga capaian kinerja Persentase Perkara
yang diselesaikan melalui mediasi adalah 8,3%.

Gambar 3.3 Hakim Mediator Berhasil melaksanakan Mediasi dengan kesepakatan damai

Indikator Kkinerja ke - 3: Persentase Berkas Perkara yang diajukan banding,
dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase Berkas Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara le

tepat waktu adalah perbandingan jumlah berkas

ajukan banding, kasasi
dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas pe

honkan banding, kasasi
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dan PK.
Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan

Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara

Lengkap dan Tepat Waktu x100
Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan

Banding, Kasasi dan PK

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan Kkinerja pengadilan
efektifitas pengelolaan perkara khususnya Berkas Perkara yang Dimohonkan Ban

Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.

Indikator Kinerja Utama Target

Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi, PK secara 100% % 10
lengkap dan tepat waktu

Tabelp3.16 Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK tepat
waktu

Pada Tahun 2021 para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Muara Labuh
yang yang mengajukan upaya hukum baik itu banding, Kasasi maupun Peninjauan
Kembali yaitu 1 banding dan Pengadilan Agama Muara Labuh sudah melengkapai Berkas
Perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan Secara Lengkap dan Tepat W

Berkas Perkara | Jumlah berkas perkara Jumlah berkas
yg diajukan yang perkara yang
Banding, Kasasi dimohonkan banding dimohonkan

dan PK kasasi banding kasasi

dan PK secara tidak danPK secara

lengkap dan tetap lengkap dan tetap
waktu waktu
1 0 1 100%

Tabel 3.17 Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK

Cara menghitung Capaian :

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu x100
Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan

Banding, Kasasi dan PK

=1x100% =100%
1
Capaian Kinerja Tahun 2021
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=100x100% = 100%
100

Berdasarkan realisasi Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,
secara lengkap dan tepat waktu adalah 100%. Hal ini sama dari target yang di
yakni 100% sehingga capaian kinerja Persentase berkas perkara yang diajuk

Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu adalah 100%.

d. Indikator Kkinerja ke - 4: Persentase Putusan Perkara yang Menarik Per
Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Sete

Putus

— Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Mas
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus dengan Ju

yang Menarik Perhatian Masyarakat

Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatia Masyarakat

yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus x100

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaj
Persentase Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang dapat_ Diakses 100% 0%
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus
Tabel 3.18 Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat
Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Labuh tidak ada menerima, memeriksa dan
memutus perkara yang menarik perhatian masyarakat sehingga Pengadilan Agama Muara
Labuh tidak ada mengupload putusan secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Muara Lab

dalam meningkatkan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdj

tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:
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NO | Sasaran Indikator Kinerja Utama Realisasi

3. Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo 100%
Akses Peradilan yang diselesaikan
bagi Masyarakat | b. Persentase Perkara yang
Miskin dan Diselesaikan di Luar Gedung 100% 100%
Terpinggirkan Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan
Golongan tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

0% 0%

Tabel 3.19 Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyar
Terpinggirkan

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut: .

Sasaran ke-3
a. Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara

prodeo yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Dimana dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan x100

Jumlah Perkara Prodeo

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan A,
Labuh dalam meningkatkan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
khususnya terkait perkara prodeo

Dan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima 'layanan pembebasan biaya
perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan
dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Indikator ini menampilkan data
perkara yang dinyatakan prodeo yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh.
Indikator ini menggambarkan bahwa masyarakat pencari keadilan yang tidak berkemampuan

secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Muara Labuh.

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase perkara prodeo yang 100% 100% 100%
diselesaikan

Tabel 3.20 Persentase perkara prodeo yangdiselesaika
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Jumlah Perkara | Jumlah Perkara Jumlah Perkara
Prodeo Yang Prodeo Yang Prodeo Yang Tida
Masuk Diselesaikan Diselesaikan

10 10 0 100%

Table 3.21 Jumlah PerkaraProdeo Yang Diselesaikan
Cara Menghitung Capaian :

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan

100%
Jumlah Perkara Prodeo

=10x100% = 100%

0

Capaian Kinerja Tahun 2021
=100x100% = 100%

100
a

b. Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar

Gedung Pengadilan

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan
antara jumlah yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang harus

diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar

Gedung Pengadilan x100%
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan
(zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung- gedung lainnya)

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Agama Muara

Labuh dalam meningkatkan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggi
khususnya terkait Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan sert
memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami

biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau loka ilan

Perkara yang diselesaikan di luar gedung pen akan melalui kegiatan
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sidang keliling secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu a tempa sanaannya

Indikator Kinerja Utama Target ealisasi Capai

Persentase perkara yang diselesaikandi Luar 100% 100% 10
Gedung Pengadilan
ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Lab

W3-A9/85/0T.01.1/1/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Tabel 3.22 Persentase perkara yang diselesaikandi Luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang Jumlah Perkara yang Jumlah Perka
Diterima di Luar diselesaikan diluar tidak diselesaik
Gedung Pengadilan Gedung Pengadilan Gedung Peng
39 39 0 10

Tabel 3.23 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan ‘

Cara Mengukur Capaian :

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan x100
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar

Gedung Pengadilan

=39x100% = 100%

9

Capaian Kinerja Tahun 2021
=100x100% = 100%
100

Berdasarkan realisasi Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah
100%. Hal ini sama dengan target yang direncanakan yakni 100% sehingga capaian kinerja

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah 100%
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Gambar 3.4 Pelaksnaan Sidang Diluar Gedu

c. Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pencari Keadilan G on“rte u

yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum) adalah perbandingan Jumlah pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan Jumlahpencari keadilan golongan tertentu.

Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan

— Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) Pada tahun 2021
dan tahun-tahun sebelumnya Pengadilan Agama Muara Labuh tidakmendapatkan anggaran

Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu 0% 0% 0%
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Tabel 3.24 Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Ba
Hukum (Posbakum)
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Jumlah Pencari Jumlah Perkara yang Jumlah yang
Keadilan Golongan Mendapat Layanan Menda nan
tertentu Bantuan Hukum Bantuan Hukum
0 0 0

Tabel 3.25 Jumlah Perkara yangMendapat Layanan Bantuan Hukum
Cara Mengukur Capaian :

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

= (0/0) x 100% = 0%

Capaian Kinerja Tahun 2021
=0x100% = 0%

0 a

Berdasarkan realisasi Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 0%. Hal ini sama dengan target yang
direncanakan yakni 0% sehingga capaian kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan

tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 0%

Sasaran ke 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja: Persentase Putusan Perkara Perdata yang Diti
Dieksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah
perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan jumlah putusan

perdata yang sudah BHT. Dimana dapat dihitung dengan rumussebagai berikut:

umlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti y 1999
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT
Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Agam
Labuh dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator ini merupakan perwujudan akuntabilitas pera s penanganan perkara

kepada publik khususnya pada pencari keadilan.
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Bahwa dengan dilaksanakannya isi putusan oleh para a sukarela

menunjukan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa pua n pelayanaly pengadilan

dalam hal ini putusan hakim.
Pengadilan Agama Muara Labuh melalui Majelis Hakim memberikan penjela
pencari keadilan untung rugi pelaksanaan putusan secara sukarela dengan

putusan melalui eksekusi.

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Persentase Putusan Perkara Perdata yang 100% 100% 100%
ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tabel 3.26 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjut

Jumlah Putusan Jumlah Putusan Jumlah Putusan

Perdata Yang Perkara yang sudah Perkara yang belu

sudah BHT ditindaklanjuti ditindaklanjuti
407 407 407

Tabel 3.27 Jumlah Putusan Perkara yang sudahditindaklanjuti

Sasaran 4 : Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Yang Tertib
No. Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi Capaian
Strategis
4. Meningkatny | Persentase kelengkapan 100% 100% 100%
a dokumen pegawai
Peng.elo'laan' Persentase pengusulan SK 100% 100%
Adminsitrasi - .
. KNP, KGB, Pensiun pegawai
Kepegawaian K
dan secara tepat waktu
Persentase penyusunan dan 100% 100% 100%
Pengembang .
penyelesaian laporan
an SDM. :
kegiatan pengelolaan
administrasi kepegawaian
Persentase pemenuhan e- 100% 100% 100%
dokumen kepegawaian
pada aplikasi SIKEP dan
Aplikasi Backup SIKEP
(ABS)
Persentase pengusulan 100% 100% 100%
pegawai untuk mengikuti
pelatihan dan diklat

Tabel 3.28 Sasaran 4 : Meningkatny a Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaianda

Pengembang an SDM.

1. Indikator Kinerja 1 : Persentase kelengkapan d
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] Capaian
Indikator Target Realisasi
Kinerja

Persentase
kelengkapan
dokumen
pegawai

Tabel 3.29 Persentase Kelengkapan Dokumen Pegawai

Pengelolaan dokumen kepegawaian yang baik dan optimal dapat memudahkan pro
peremajaan data kepegawaianyang tersimpan secara elektronik dalam database kepegawaian,
sehingga didapatkan kecocokan data antara dokumen fisik dengan
Agama Muara Labuh pada tahun 2021 menetapkan target 100
kelengkapan dokumen pegawai dan bisa tercapai sesuai target yan
satu yang mendasari tingginya capaian pada indikator kinerja ini a alah‘a upaya
pemenuhan kelengkapan dokumen pegawai secara optimal lebih ditingkatkan untuk memenuhi
pengelolaan data dan e-doc aplikasi Backup SIKEP yang diperintahkan oleh Pembina
Kepegawaian dari PTA Padang.

2. Indikator Kinerja ke-2 : Persentase pengusulan SK KNP, KGB, Dan Pensiun

Capaian

Indikator Target Realisasi

Kinerja

Persentase 100 12/12 100% 100% - -
pengusulan SK
KNP, KGB,
Pensiun
pegawai secara
tepat waktu

Tabel 3.30 Persentase Pengusulan SK, KNP, KGB, Pensiun Pegawai secara Tepat Waktu

Capaian indikator ini sesuai dengan target yang ditetapkan yakni mencapai 100%.

Realisasi kegiatan indikator kinerja ini adalah berupa inventarisasi pegawai yang akan
KGB ataupun pensiun dilanjutkan dengan pemberitahuan tertulis kepada tingkat ban

mengisi kelengkapan data elektronik (e-arsip) dalam aplikasi SIKEP dan ABS. Pada t

tidak ada keterlambatan pengusulan SK KNP, KGB dan un 2021 pegawai yang

KGB berjumlah 9 orang, KNP berjumlah 2 orang d erjumlah 0 orang dan
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pengusulannya tepat waktu.

3. Indikator Kinerja ke-3 : Persentase penyusunan dan penyelesaian lapora

pengelolaan administrasi kepegawaian

Capaian

Indikator Target Realisasi
Kinerja

Persentase
penyusunan dan
penyelesaian
laporan kegiatan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian

Tabel 3.31 Persentase Penyusunan dan Penyelesaian Laporan Kegiatan Administrasi Pegawai

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 mencapai 100%. Realisasi kegiatan indikator

kinerja ini adalah berupa penyusunan laporan bulanan dan tahunan secara tepat waktu.

Laporan bulanan absen pegawai selalu dibuat dan dilaporkan ke tingkat banding se
yang telah ditentukan yakni sebelum tanggal 5 bulan berjalan. Dan berlaku sama un

tahunan.

4. Indikator Kinerja ke-4 : Persentase pemenuhan e-dokumen kepegawaian

padaaplikasi SIKEP dan Aplikasi Backup SIKEP (ABS)

Capaian

Indikator Kinerja Target @ Realisasi ‘

Persentase
pemenuhan e-
dokumen
kepegawaian pada
aplikasi SIKEP dan
Aplikasi Backup
SIKEP (ABS)

Tabel 3.32 Persentase pemenuhan e-dokumen kepegaw
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Capaian indikator kinerja ini mengalami naik turun ka ahan data
masing-masing pegawai yang pemenuhan data atas perubahan
tanggap, akan tetapi pemenuhan data pada aplikasi SIKEP dan ABS ini senantiasa di
Pada tahun 2021 realisasi pemenuhan e dokumen pada SIKEP dan aplikasi Ba
(ABS) bisa mencapai 100% atau sesuai target yang ditetapkan karena adanya

secara berkala dan berkelanjutan dari PTA Padang.

5. Indikator Kinerja ke-5 : Persentase pengusulan pegawai untuk mengikuti

pelatihan dan diklat

. . ‘ Capaian
Indikator Kinerja Target Realisasi ‘

Persentase
pengusulan pegawai
untuk mengikuti
pelatihan dan diklat

Tabel 3.33 Persentase Pengusulan Pegawai Mengikuti Pelatihan dan Diklat

Indikator kinerja ini menghitung jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti pelati dan

diklat sebagai salah satu upaya penguatan aparatur peradilan. Pada tahun 2021
Agama Muara Labuh menugaskan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pel

diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI yaitu :

No. Nama Jenis Pelatihan Tempat

1 Febriani Putri, S.T. Latthan Dasar Calon | Daring dari tempat
Pegawai Negeri Sipil. kerja;

2 Triana Agustin, Amd. A.B. Latihan  Dasar Calon | Daring dari tempat
Pegawai Negeri Sipil. kerja;

Tabel 3.34 Daftar Nama Pegawai yang Mengikuti Pelatihan

Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan
akuntabel
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No. Sasaran Indikator Kinerja Capaian
Strategis

5. Meningkatnya | Persentase
pengelolaan pengelolaan  laporan
dan keuangan tepat waktu
pelaporan Persentase pengelolaan
keuangan arsip keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel

1. Indikator Kkinerja ke - 1 : Persentase pengelolaan lapo

waktu

: ‘ Capaian
Indikator Kinerja ~ Target Realisasi

Persentase

pengelolaan laporan
keuangan tepat
waktu

Tabel 3.36 Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan Tepat Waktu

Laporan keuangan yang disajikan tepat waktu adalah salah satu kegiatan akuntabilitas
publik yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas anggaran negara yang dikelola
Pengadilan Agama Muara Labuh melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh. Pelaksanaan
pengelolaan laporan keuangan senantiasa dilaksanakan tepat waktu dari mulai kegiatan
penyerahan Laporan pertanggungjawaban (lpj) bendahara ke KPPN, rekonsilisiasi internal,
rekonsiliasi dengan KPPN, pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara yang

dilaksanakan sebelum tanggal 5 di bulan berjalan. Dalam satu tahun pembuatan lapora

berjumlah 18 dokumen dan bisa tersaji tepat waktu.
yang sama dilaksanakan pada tahun 2021, karena tahapan penyusunan
keuangan adalah langkah langkah yang sudah terjadwal baik internal maupun ekste

capaianindicator kinerja ini selalu sesuai target.

58

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh 2021




2. Indikator Kkinerja ke - 2 : Persentase pengelolaa

.. ‘ Capaian
Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase
pengelolaan arsip
keuangan

Tabel 3.37 Persentase Pengelolaan Arsip Keuangan

Kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan,
pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan, ser
menurut sistem tertentu. Saat dibutuhkan dapat dengan cepat dan t
arsip tersebut tidak bernilai guna lagi, maka harus dimusnahkan.
ketertiban pengelolaan arsip keuangan yang baik dan sudah terlaksana
Muara Labuh. Capaian indikator in mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Arsip keuangan seperti spm/sp2d disimpan dengan rapih dan tertib dalam ordner, arsip LP]

Bendahara disimpan dalam folder sendiri, pembukuan disusun dan disimpan dalam lemari

khusus.

No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi

6. Meningkatnya Persentase pembuatan dan 100% 100%
kualitas pengusulan dokumen
manajemen rencana program dan
rencana program anggaran
dan anggaran serta | Persentase pelaksanaan 100% 100% 100%
organisasi secara | pengisian laporan kinerja
transparan, efektif | dan e-monev
dan efisien

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta
organisasi secara transparan, efektif dan efisien

Tabel 3.38 Sasaran 6: MeninEkatnya kualitas mana na program dan 59
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1. Indikator kinerja ke - 1 : Persentase pembuatan gusulan dg

rencana program dan anggaran

. ‘ Capaian
Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase
pembuatan dan
pengusulan
dokumen  rencana
program dan
anggaran

Tabel 3.39 Persentase pembuatan dan pengusulan dokumenre
anggaran

Capaian indikator kinerja ini sesuai dengan target yang ditetap an‘ 100
Pembuatan dan pengusulan dokumen rencana program dan anggaran dalam setiap tahun
anggaran dikerjakan berdasarkan surat perintah baik dari eselon I maupun tingkat banding,
sehingga ukuran capaian bisa diperoleh melalui ketepatan pemenuhan usulan dimaksud. Dalam
pelaksanaannya dokumen rencana program dan anggaran diajukan proses revisi untuk
memenuhi kebutuhan operasional satker dan pengusulan dokumen revisi dimaksud bisa

dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan Satker

2. Indikator Kinerja ke - 2 : Persentase pelaksanaan pengisian lapora
kinerjadan e-monev

L Capaian
Indikator Kinerja ~ Target Realisasi

Persentase 100 12/12 |100% = = = -
pelaksanaan

pengisian laporan

Kinerja dan e-monev

Tabel 3.40 Persentase pelaksanaan pengisian laporan kinerja dan e-monev

Persentase pelaksanaan pengisian laporan kinerja dan e-monev mencapai 100%

100% target yang sudah ditetapkan. Laporan kinerja diinput dalam aplikasi komdan
menyajikan data capaian kinerja kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh s

aplikasi e- monev adalah aplikasi Bappenas yang men i realisasi an

triwulan. Selain aplikasi komdanas dan aplikasi e-m atas diharuskan pula

60
LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh 2021



input realisasi output/keluaran kinerja pada aplikasi SMA

rutin setiap bulan berjalan.

Sasaran 7: Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjan,

s input laksanakan

peradilan
No. Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi
Strategis

7. Meningkatnya | Persentase penyusunan dan 100% 100% 100%
pengelolaan | penyelesaian laporan bmn
sarana dan secara periodik dan tepat
prasarana Waktu
untuk
menunjang
pelayanan
peradilan

Tabel 3.41 Sasaran 7 : Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang

pelayanan peradilan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target = Realisasi

Persentase

pelaksanaan

pengisian  laporan
kinerja dan e-monev

Capaian

Tabel 3.42 Persentase Pelaksana Pengisian Laporan Kinerja dan e-Monev

A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020

dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021 mengacu pada Indikator

Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Labuh telah melaksanakan se

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai

sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
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Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pas
Pencapaian sasaran pada tahun 2018, 2019, dan 2020

a. Indikator Kinerja 1 : Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan
2018 sisa perkara yang harus diselesaikan adalah 4 perkara dan sisa perkara
diselesaikan pada tahun 2018 adalah 4 perkara. Sedangkan pada tahun 2019
yang harus diselesaikan adalah 2 perkara dan perkara yang dapat diselesaik
perkara. Sedangkan pada tahun 2020 sisa perkara yang harus diselesaikan adalah 1
dan perkara yang dapat diselesaikan adalah 1 perkara. Sedangkan pada tahun 20
perkara yang harus diselesaikan adalah 1 perkara dan perkara yang dapat diselesaika
adalah 1 perkara. Hal ini membuktikan bahwa setiap tahunny
Agama Muara Labuh menurun padahal jumlah perkara seti
Agama Muara Labuh semakin meningkat, Adapun sebagai perba

perkara perdata agama yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

T
Indikator
Kallnerja Utama 2018 2019 2020 2021
b Target Realis Target Reali Targe | Realisa | Targe | Realisa
asi sasi t si t si

Persédtase sisa
perkarayang 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
diseldsaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.43 Perbandingan Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Tahun 2018 2019 2020
Perkara Sisa Putus Sisa Putus Sisa Putus
2017 2018 2019 2020
Jumlah 4 4 1 1 2 2 1 1

b. Indikator Kinerja 2 : Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan

tepat waktu.

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang putus sebanyak 357 perkara dan perkara yang

diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 357 perkara. Pada tahun 2019 jumlah perkara yan

putus sebanyak 527 perkara dan perkara yang diselesaikan secara tepat waktu sebany
perkara. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang putus sebanyak 520 perkara dan per

diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 520 perkara. Dan pada tahun 2021 jumla

yang putus sebanyak 407 perkara dan perkara yang dis tepat waktu sebanyak

407 perkara.
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Perkara

Waktu Waktu Waktu Waktu

Jumlah

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Persentase perkara 100% 100% 100%
perdata agama yang

diselesaikan tepat
waktu

Tabel 3.44 Perbandingan Perkara Perdata Agama Diselesai

c. Indikator Kinerja 3 : Persentase perkara yang tidak me kail upa
hukum Banding

Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah Perbandingan
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang
diputus.Dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding x100%
Jumlah Perkara Diputus

Catatan :

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya huk
semakin puas atas putusan pengadilan. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengetahui

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Pada Tahun 2018, jumlah perkara yang diputus sebanyak 357 perkara dan Jumlah perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 355 perkara. Dan Pada Tahun 2019, jumlah
perkara yang diputus sebanyak 527 perkara dan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding sebanyak 526 perkara. Sedangkan Pada Tahun 2020, jumlah perkara yang
diputus sebanyak 520 perkara dan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding sebanyak 519 perkara. Dan Tahun 2021, jumlah perkara yang diputus sebanyak

perkara dan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebany,

perkara.
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Indikator KinerjaUtama 2018 2019 2020 2021

Targe Reali Targe Realisa Targ Realisas Targe Realisa
t sasi t si et i t si

Persentase perkara yang 100% 99,43 100% 99,8% 100% 99,8% 100% 99,7%
tidak mengajukan upaya %

hukum

Banding,

Perkara
us Upaya ya S Upa ya S Upa ya um
Huku Huk ya Huk ya Huk
m um Huk um Huk um
um um
Jumlah 357 355 2 527 526 1 520 519 1 407

Tabel 3.45 Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan

d. Indikator Kinerja 4: Persentase perkara yang tidak meng
upaya hukum Kasasi
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah Perbandingan Perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus. Dapat

dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi _100%

Jumlah Perkara Diputus.

Catatan:

— Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semaki
putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Muara Labuh).

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengetahui persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi

- Pada Tahun 2018, jumlah perkara yang diputus sebanyak 357 perkara dan Jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasisebanyak 357 perkara. Dan Pada
Tahun 2019, jumlah perkara yang diputus sebanyak 527 perkara dan Jumlah perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 526 perkara. Sedangkan Pada Tahun
2020, jumlah perkara yang diputus sebanyak 520 perkara dan Jumlah perkara yang tida

mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 520 perkara. Pada Tahun 2021,
perkara yang diputus sebanyak 407 perkara dan Jumlah perkara yang tidak me
upaya hukum Kasasi sebanyak 407 perkara.
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Indikator KinerjaUtama 2018 2019 2020 2021

Target Reali Target Realisa Targ Realisasi Target Realisasi
sasi si et
Persentase perkara 100% 100% 100% 99,8% 100% 100% 100% 100%
yang tidak
mengajukan

upaya hukumBanding,

Perkara Upaya Huk
us Upaya ya s Upa ya s Upa ya s Upaya um
Huku Huk ya Huk ya Huk
m um Huk um Huk um
um um
Jumlah 357 357 0 527 526 1 520 520 0 407

Tabel 3.46 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

e. Indikator Kinerja 5 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah

Perbandingan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan

jumlah perkara yang diputus. Dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK  100%
Jumlah Perkara Diputus

Catatan:

- Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas
putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Muara Labuh).

— Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengetahui persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi

— Pada Tahun 2018, jumlah perkara yang diputus sebanyak 357 perkara dan Jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 357 perkara. Dan Pada

Tahun 2019, jumlah perkara yang diputus sebanyak 527 perkara dan Jumlah perkara ya

tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 527 perkara. Sedangkan Pada
2020, jumlah perkara yang diputus sebanyak 520 perkara dan Jumlah perkara y

mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 520 perkara. Pada Tahun 202

perkara yang diputus sebanyak 407 perkara dan ] ang tidak mengajukan

upaya hukum Kasasi sebanyak 407 perkara.
65

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh 2021



Indikator Kinerja

Utama

2018

2019

2020

2021

Targe Reali

sasi

Targe
t

Realisa
si

Targ
et

1

Realisas

Targe

Realisasi

Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Banding,

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perkara
us Upaya ya s Upa ya s Upa ya
Huku Huk ya Huk ya Huk
m um Huk um Huk um
um um
Jumlah 357 357 0 527 527 0 520 520 0

Tabel 3.47 Perbandingan Persentase perkara yang tidak me

Peninjauan Kembali

f. Indikator Kinerja 6 : Index responden pencari keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah survey

kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama

Muara Labuh

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Muara Labuh belum melakukan kuesioner re

pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Dan baru pada tahun

Pengadilan melakukan kuesioner tersebut.

Real

sasi g

Ta Real

isa
si

Real Ta

sasi ge

Realis
asi

Realis

asl

asl

Index
responden
pencari
keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradila

n

0%

0% | 0%

82% | 82,41 | 85%

%

83,41%

106,35%

90%

91%

Tabel 3.48 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
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Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Pe

a. Indikator Kinerja 1 : Persentase Salinan Putusan P
kepada para pihak tepat waktu
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para
waktu adalah perbandingan antara Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata y
kepada Para Pihak tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus. Di

dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100%
Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja

pengelolaan perkara khususnya ketepatan waktu dalam mengirimka

putusan
a

Dalam rangka melihat kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh dalam mengirimkan Salinan

Putusan/ Petikan Putusan Perkara Perdata yang kepada para pihak tepat waktu dapat

digambarkan sebagai berikut:

- Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Muara Labuh memutus perkara sebanyak 357
perkara dan jumlah isi putusan yang dikirim kepada oleh para pihak tepat waktu

sebanyak 357 salinan putusan.

- Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Muara Labuh memutus perkara se
perkara dan jumlah isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat wakt
527 salinan putusan.

- Sedangkan pada tahun 2020, Pengadilan Agama Muara Labuh memutus perkara sebanyak
520perkara dan jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak
520 salinan putusan.

- Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Muara Labuh memutus perkara sebanyak
407perkara dan jumlah isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak

407 salinan putusan.
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Indikator 2018 2019 20 2021
Kinerja Utama
Target Real.l Target Reaps Target Reallls T
sasi asi asi
Persentase isi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10
putusan yang
dikirim kepada
para pihak
tepat waktu
Putus Dikirimke Putus Dikirimke Putus tkirimke Putus Dikirim ke
Pihak Pihak Pihak Pihak
357 357 527 527 520 520
b. Indikator Kinerja Ke 2 : Persentase perkara yang an

mediasi
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan@ perkara

yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 100%

Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dala
pengelolaan perkara khususnya penyelesaian perkara melalui mediasi Dalam
tahun terakhir (2018-2021), Pengadilan Agama Muara Labuh telah berusaha melakukan
mediasi terhadap perkara yang didaftarkan oleh Para Pihak.

- Pada tahun 2018, Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 51 perkara dan jumlah
perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 2 perkara.

— Pada tahun 2019, Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 47 perkara dan jumlah
perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 3 perkara.

— Sedangkan Pada tahun 2020, Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 49 perkara

dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 2 perkara.
— Sedangkan Pada tahun 2021, Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 40

dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 3 perkara.

68

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh 2021




Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Reali
sasi

Persentase 80% 3,9% 90% 6,3% 90% 4%
perkara yang
diselesaikan melalui
mediasi
Perkara | Me Dis Tidak Me Disel Tidak M Dise Tidak M Dise Tidak
diasi | eles Disele diasi | esaik Disele edia | lesai Disele edia | lesai Disele
aik saikan an saikan si kan saikan si kan saika
an n
Jumlah 51 2 49 47 3 44 49 2 47 3 3
Tabel 3.50 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ‘

c. Indikator Kinerja Ke 3 : Persentase berkas perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukansecara lengkap dan
tepat waktu

Persentase Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK

secaralengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan

Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu x100%
Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam efektifitas
pengelolaan perkara khususnya Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan

PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
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Perkara Berkas Berkas Berkas

Jumlah 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1
Tabel 3.51 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Pe

Kembali yang diajukansecara lengkap dan tepat waktu

d. Indikator Kinerja 4 : Persentase putusan yang y
masyarakat yang dapat diakses secara online dala
putus
Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dap‘s secara

online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah Putusan Perkara yang menarik

perhatian masyarakat.

Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat
Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Tabel 3.52 Persentase putusan yang yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktul hari setelah putus

Pada tahun 2018 sampai dengan 2021, Pengadilan Agama Muara Labuh tidak ada

menerima, memeriksa dan memutus perkara yang menarik perhatian masyarakat sehin

Pengadilan Agama Muara Labuh tidak ada mengupload putusan secara online dalam

(satu) hari setelah putus.
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Sasaran 3 : Meningkatnya akses peradilan ba skin dan
terpinggirkan
a. Indikator Kinerja ke 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Muara Labuh menerima perk
sebanyak 5 perkara dan perkara yang diselesaikan sebanyak 5 perkara,
- serta Pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Muara Labuh menerima per
sebanyak 6 perkara dan perkara yang diselesaikan sebanyak 6 perkara,
- Dan Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh menerima perkara
sebanyak 6 perkara dan perkara yang diselesaikan sebanyak 6 perkara,
- sedangkan pada tahun 2021 Pengadilan Agama Muar

prodeo sebanyak 10 perkara dan perkara yang diselesaika

Indikator 2018 2019 2020 2021
Kinerja Utama
Masuk Putus |Masuk Putus Masuk | Putus Masuk Putus
Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perkara prodeo
yang
diselesaikan
Perkara | Dit Dis Tidak Dit Disel Tidak Dit Dise Tidak Dit Dise Tidak
eri eles Disele eri esaik Disele eri lesai Disele eri lesai Disele
ma aik saikan ma an saikan ma kan saikan ma kan saika
an n
Jumlah 5 5 0 6 6 0 6 6 0 10 10 0

Tabel 3.53 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Indikator Kinerja ke 2 : Persentase perkara yang diselesaikan di luar

gedung pengadilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Agama Muara

Labuh dalam meningkatkan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir

khususnya terkait Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan.
Untuk mencari perbandingan antara tahun 2018 sampai dengan 2021. Maka P

Agama Muara Labuh dapat menjabarkannya sebagai berikut :

— Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Muara Labuh perkara sidang keliling

sebanyak 56 perkara dan perkara yang diselesaikan rkara.
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- Dan pada tahun 2019 Pengadilan Agama Muara Labu
- sidang keliling sebanyak 83 perkara dan perkara yang dis
- Sedangkan pada tahun 2020, Pengadilan Agama Muara Labuh menerima pe
sidang keliling sebanyak 79 perkara dan perkara yang diselesaikan sebanyak 79

- Sedangkan pada tahun 2021, Pengadilan Agama Muara Labuh menerima pe

sidang keliling sebanyak 39 perkara dan perkara yang diselesaikan sebanyak 39

Realisasi Realisasi

7::::

Perkara Dit Tidak Diseles Dit Tidak Dis Dit Tidak Dise Dit Tidak Dise
eri Diseles aikan eri Disele ele eri Disele lesai eri Disel lesa
ma aikan ma saika n sai ma saika n kan ma esaik ikan

ka an
n
Jumlah 56 56 0 83 83 0 79 79 0 39 39 0

Tabel 3.54 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

c. Indikator Kinerja ke 3 : Persentase Pencari Keadilan Golong

tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum) adalah perbandingan Jumlah pencari Keadilan Golongan tertentu
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan Jumlah pencari keadilan

golongan tertentu. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum 100%

Jumlah Jumlah pencari keadilan golongan tertentu
Catatan :

+ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukumbagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan te jinal)
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Indikator Kinerja 2018 2019

Utama

Target Realisasi Target Realisasi Realisasi Realisasi
Persentase Layanan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bantuan Hukum

Tabel 3.55 Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu Yang Mendapat Layan

Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2018 sampai dengan 2021, Pengadilan Agama Muara Labuh tidak menda
anggaran untuk Pencari Keadilan Golongan tertentu Yang MendapatLayanan Bantuan Hukum
(Posbakum) sehingga Pengadilan Agama Muara Labuh menarget

realisasi yang ada juga 0%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peng
a. Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang(dieksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah
perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan jumlah putusan

perdata yang sudah BHT. Dimana dapat dihitung denganrumus sebagai berikut:

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti x100%
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja Pengadilan Ag
Labuh dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. Dalam mencapai target
yang diinginkan, mulai dari tahun 2018 sampaidengan 2021, Pengadilan Agama Muara Labuh

dapat merincinya sebagai berikut:

— Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Muara Labuh mempunyai putusan perkara perdata
yang sudah BHT sebanyak 357 putusan dan putusan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak
357 putusan.

— Dan pada tahun 2019, Pengadilan Agama Muara Labuh mempunyai putusan per
perdata yang sudah BHT sebanyak 527 putusan dan putusan yang sudah ditind
sebanyak 527 putusan.

- Dan pada tahun 2020, Pengadilan Agama Muar nyai putusa

perdata yang sudah BHT sebanyak 520 putusan d g sudah ditindaklanjuti
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sebanyak 520 putusan.

- Dan pada tahun 2021, Pengadilan Agama Muara Labu
perdata yang sudah BHT sebanyak 407 putusan dan putusan yang sudah di
sebanyak 407 putusan.

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Persentase
perkara
permohonan
(Voluntair)
Identitas

Hukum

100%

100%

100%

unyai put@§an perkara

Perkara

Putusa n
Yang
BHT

Tidak
Ditind
aklanj

uti

Ditin
dakla

njuti

Put
usan
Yang
BHT

Tidak
Diti
nda
klan

juti

Diti
nda
klan

juti

Put
usan
Yang
BHT

Tidak
Diti

nda

juti

Putusan
Yang
BHT

Tidak
Ditind
aklanj

uti

Jumlah

357

357

527

527

520

520

407

407

Tabel 3.56 Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini deng

Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis

matriks berikut ini :
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Sasaran Target

Uraian Indikator 2020 2021 | 2022 | 2023
kinerja
Terwujudny f@. Persentase | 100% 100% 100% 100%
a Proses sisa
Peradilan perkara
yang Pasti, yang
Transparan diselesaika
dan n
Akuntabel

b. Persentase | 95% 95% 95% 95% 95%

perkara
yang

diselesaika
n tepat
waktu

c. Persentase 95% 95% 95% 95% 95%
perkara

yang Tidak

Mengajuka
n Upaya
Hukum
Banding

105,26%

d. Persentase 97% 97% 97% 97% 97% 102,94% | 100%
perkara
yang Tidak
Mengajuka
n Upaya
Hukum
Kasasi

e. Persentase 98% 98% 98% 98% 98% 102,04% | 100%
perkara
yang Tidak
Mengajuka
n Upaya
Hukum PK

f. Index 82% 82% 82% 82% 82% 106,35% | 91,25%
responden
pencari
keadilan
yang
puasterhad
ap layanan
peradilan
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Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaia
n Perkara

a.
Persentase
Isi putusan
yang
diterima
oleh para
pihak tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

b. Persentase
Perkara
yang
Diselesaika
n melalui
Mediasi

90%

91%

92%

93%

111,11%

c. Persentase

berkas
perkara
yang
dimohonka
n Banding,
Kasasi dan
PKyang
diajukan
secara
lengkap
dan tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase
putusan
perkara

yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses
secara
online
dalam
waktu 1
hari setelah
putus

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

Meningkatn
ya Akses
Peradilan

bagi

Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirk

an

. Persentase

Perkara
Prodeo
yang
diselesaika
n

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. P ersentase
Perkara
yang
diselesaika
ndi luar
Gedung
Pengadilan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c. Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu
yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum

)

0%

0%

0%

0%
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d. Persentase 99% 100% 100%
Perkara
Permohona
n(Voluntair
) Identitas
Hukum
Meningkatn Persentase 100% 100% 100%
ya Putusan
Kepatuhan Perkara
Terhadap Perdata
Putusan yang
Pengadilan Ditindaklan
juti
(dieksekusi
).

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Rencana S

A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Pen Pe
Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan ‘

Keberhasilan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam merealisasikan target yang ingindicapai

pada tahun 2021 tidak lepas dari beberapa hal berikut:

c. Visi dan misi Pengadilan Agama Muara Labuh yang ingin dicapai sudah dapatdipahami
dan diterapkan oleh Hakim dan Pegawai.
d. Pendistribusian kebijakan yang merata sehingga masing-masing hakim dan pegawai

memiliki pemahaman dan informasi yang sama.

e. Perencanaan anggaran telah melibatkan seluruh Hakim dan Pegawai.

f.  Pertimbangan penempatan individu di bidangnya masing-masing sehinggakine
Pengadilan Agama Muara Labuh menjadi lebih terorganisi dan efisien.

g. Komitmen bersama untuk terbuka terhadap perkembangan dunia peradilan dan
keterbukaan informasi.

h. Komitmen untuk mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan
Kinerja sehari-hari.

i. Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Labuh berhasil memutus perkara sebanyak

407 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 520. Hal ini tidak terlepas dari

kinerja seluruh aparatur untuk melaksanakan tugas secara maksimal walaupun

terdapat 3 orang Hakim yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 wakil ketua, dan 1 orang

Kelemahan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam target kinerja

selama tahun 2021 adalah:
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1.  Tingkat kesadaran masyarakat untuk hadir dalam m an mengikufi
masih relatif rendah, sehingga penyelesaian perkara melalu medi
menurun.

2. Masih terbatasnya sumber daya (SDM maupun sarana dan prasarana) y
oleh Pengadilan Agama Muara Labuh.

3. Tidak adanya anggaran untuk Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) s
Indikator Kinerja tentang Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tidak dapat tercapai.

4.  Belum adanya kerjasama dengan Pemerintah daerah dan

pelaksanaan sidang terpadu tidak dapat dilaksanakan.

A.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ‘

Bahwa pelaksanaan kinerja pada tahun 2021 dilihat dari efektivitas jenis sumber daya yang

dipergunakan.

j. Pada Sumber Daya Manusia, terdapat kendala masih kurangnya tenaga teknis Hakim
melihat kepada rasio Perkara terhadap Jumlah Hakim yang menangani perkara tersebut.
k. Dalam kemanfaatan dan penggunaan sumber daya keuangan (Anggaran DIPA) sudah

efektif dalam mendukung pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Muara La

ditunjukkan dengan realisasi penyerapan anggaran ;

- Program Dukungan Manajerial dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,

mencapai 98,12%
- Dalam Program Sarana dan Prasarana yang mencapai 99,94%

- Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan sudah

mencapaipenyerapan anggaran mencapai 100 %.

A.6. Analisa Program Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program

Yang Gagal Dalam Pencapaian Kinerja

Secara umum, dari beberapa program yang telah ditetapkan pada awal tahun 20
tercapai, adapun program yang dapat menunjang yaitu dalam rangka peningkatan mut,

daya manusia dengan tujuan pencapaian kinerja yang ien, ada hal y

dilakukan untuk menunjang keberhasilan tersebut. Ad ang dilakukan berupa
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pembinaan yang dilakukan oleh Pimpinan maupun Hakim , sosialisasi

terhadap suatu permasalahan tekhnis, seminar dan pemecaha erta diklat
ditempat kerja (DDTK). Semua kegiatan tersebut dilakukan di Pengadilan Agama M
Selain itu Pengadilan Agama Muara Labuh juga mengikut sertakan pendidikan d
yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang maupun Badan
Mahkamah Agung RI .
Namun ada beberapa indikator program yang tidak berhasil untuk dicapai dalam tahun
yaitu:

1. Tidak adanya Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Muara Labuh

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi

B. Analisis Capaian Keuangan
Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Muara Labuh dilaksan de me u
kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.0% Tentang

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Terlebih dahulu Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang MahkamahAgung RI

sebagaimana  Petikan Keputusan Nomor: 5/PA/SK/XI1/2018 tanggal 3 Desember 2018.

Sekretaris yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang selanjutnya

menerbitkan Surat Keputusan dengan menunjuk :

a. Kasubbag Umum dan Keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/RjabatPen
Jawab Kegiatan.

b. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala sebagai Pejabat Penandatanganan SPM/PengujiSPP.

c. Bendahara Pengeluaran.

d. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

e. Staf Pengelola Keuangan.

Keuangan di Pengadilan Agama Muara Labuh berdasarkan sumbernya dapat dibagi

menjadi 2(dua) jenis yakni :

1. Keuangan yang bersumber dari pihak berperkara (pihak ketiga) berupaKeuanga
Perkara

2. Keuangan yang bersumber dari APBN berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggara

Adapun pengelolaan keuangan di Pengadilan Agamal lama tahun

2021 dapatdilaporkan sebagai berikut :
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1. Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari pihak berp
tiga) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari pihak ke ebut yang

berupa keuangan perkara, maka selama tahun 2021 dapat dilaporkan
beberapa kegiatanlaporan pengelolaan keuangannya antara lain :

a) Panjar Biaya Perkara

b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

c) Uang Iwadh

d) Uang Biaya Proses

e) Panjar Biaya Perkara
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a) Panjar Biaya Perkara

JUMLAH
NO URAIAN
PENERIMAAN PENGELUARAN

1 2 8 4

1 Sisa Akhir Tahun 2020 Rp 5.451.400

2 Penerimaan tahun 2021 Rp 278.862.000

3 Biaya Panggilan tahun 2021 Rp 133.194.000
4 Biaya ATK tahun 2021 Rp 20.100.000

5 Biaya Pemberitahuan 2021

6 Biaya Pengiriman dan pemberkasan

7 Meterai 2021
8 Hak-hak Kepaniteraan 2021 ;
Rp 12.060.000
a. Pendaftaran Permohonan / Gugatan 402 x  30.000
b. Biaya Pendaftaran Perkara Banding 1 x  50.000 Rp 50.000
c. Biaya Pendaftaran Perkara Kasasi x  50.000 Rp -
d. Redaksi Rp 3.970.000
e. Relaas Panggilan | Penggugat Rp 3.9
f. Relaas Panggilan | Tergugat Rp 2.7
g. Relaas Pemberitahuan Penggugat Rp 50.000
h. Relaas Pemberitahuan Tergugat Rp 2.100.000
i. Pemberitahuan Pernyataan Banding 1 X 10.000 Rp 10.000
j. Pemberitahuan Memori Banding 1 X 10.000 Rp 10.000
e s 1 x 00w w oo
B w oo
9 Pengembalian sisa panjar kepada pihak perkara 2021 Rp 61.686.000
SALDO 2021 Rp
JUMLAH Rp 284.313.400

Tabel 3.58 Panjar Biaya Perkara
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b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

3.961.500
3.152.500
3.236.500 3.236.500
April 2.453.500 2.453.500
Mei 1.271.500 1.271.500

Januari 3.961.500

Pebruari

Maret

Juni 3.771.500

Juli 2.249.500 2.249.500
Agustus 4.083.500 .50
September 2.668.500 2.668.500
Oktober 1.909.500 1.909.500
Nopember 2.955.000 2.955.000
Desember 1.820.000 1.820.000
Jumlah 33.533.000

Tabel 3.59 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

c) Uang Iwadh

Uang Iwadh adalah uang yang dikeluarkan oleh Pihak Penggugat sebagai ganti ata
perceraian dan uang iwadh yang telah dihimpun selama tahun 2021 sejumlah Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) dan telah disetor menggunakan nomor rekening: A.11.794 atas nama
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Jl. Lapangan

Banteng Barat 3-4 Jakarta.

d) Uang Biaya Proses

Uang biaya proses adalah uang yang dipungut dari pihak ketiga yang diperuntukan untuk

kebutuhan alat tulis kantor perkara dan kebutuhan yang habis pakai, adapun penerimaan
proses selama tahun 2021 sejumlah Rp. 20.100.000,-. sebagaimana terperinci dal

sebagai berikut :
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No Bulan Penerimaan

1 2 3
1. Januari 2.950.000
2. Pebruari 2.100.000
3. Maret 1.950.000
4. April 1.350.00

5. Mei 900.00

6. Juni 1.800.000

7. Juli 1.450.000
8. Agustus 2.250.000
9. September 1.550.000
10 Oktober 1.000.000
11. Nopember 1.900.000
12. Desember 900.000

Jumlah 20.100.000

Tabel 3.60 Uang Biaya Proses

2. Pengelolaan Keuangan Negara/ DIPA
Keuangan Negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara di

Pengadilan Agama Muara Labuh terdiri dari 2 DIPA yaitu :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPASP
DIPA-005.04.2.402005/2020 Tanggal 12 November 2019 dengan nilai sebesar Rp.
3.021.994.000,- (Tiga Miliar dua puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat
ribu rupiah)

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-005.01.2.401990/2021 ta
November 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.981.804.000,-(Dua Miliar

ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat r
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a) Badan Urusan Administrasi (BUA)

- DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh SP DIPA-005. 1990/2021
November 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.981.804.000,-(Dua Mili
ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah).

yang terdiri dari dua Program :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dan digunakan untuk membiayai jenis-jenis belanja di bawah ini :

a. Belanja Begawai

Mekanisme pengajuan belanja pegawai ditangani oleh PPABP,
daftar gaji dan mengajukan SPP gaji yang ditandatangani oleh P‘Pem uat
Komitmen kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan SPM melalui Bendahara
Pengeluaran. Untuk pengajuan permintaan Belanja Pegawai dilakukan
permintaan pembayaran sesuai dengan jumlah pegawai dan keluarga pegawai
berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPM
setelah meneliti kebenarannya kemudian menandatangani SPM. Selanjutnya PPABP

mengajukan SPM ke KPPN untuk diterbitkan SPPD. Kemudian Bendahara Pengeluaran

mencairkan uangpada Bank.

Berikut realisasi belanja pegawai pada tahun 2021 :

Urai A Anggaran Realisasi Sisa
raian nggaran ealisasi
Setelah Anggaran Persen
Belanja Awal (Rp) (Rp)
Revisi (Rp) (Rp)
Belanja 2.013.453.000 1.767.717.007 | 247.735.993| 87.79%
Pegawai

Tabel 3.61 realisasi belanja pegawai pada tahun 2021

b. Belanja Barang

Dalam hal pengajuan permintaan belanja barang Bendahara Pengeluaran mengajuk
persediaan atau uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional kantor s

Pada awal tahun 2021, Pengadilan Agama Muara Labuh nja barang s

35,284,000 ,-. (Tiga puluh lima juta dua ratus delap ibu rupiah)
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Anggaran isa
Uraian Anggaran Realisasi
Setelah nggaran
Belanja Awal (Rp) (Rp)
Revisi (Rp) (Rp)
Belanja 36,084,000 35,284,000 35,284,000 0
Barang

Tabel 3.62 Belanja Barang Tahun 2021

c. Belanja Modal
Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Labuh mempuny.
Modal sebesar Rp. 37.500.000,- untuk komunikasi berupa 3 unit PC U

Adapun realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut : ‘

A Anggaran . Sisa
Uraian nggaran Realisasi

Setelah Anggaran Persen

Belanja Awal (Rp) (Rp)
Revisi (Rp) (Rp)
Belanja 37.500.000 37.500.000 | 36.852.000 648.000 98,272
%

Modal

Tabel 3.63 Belanja Modal Tahun 2021 -

b) Ditjen Badan Peradilan Agama

Realisasidari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-005.04.2.401991/2021
tanggal 23 November 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 57.000.000,- (Lima puluh tujuh
juta rupiah) dan merupakan ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan Agama.
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Akun Uraian Belanja
An

1053.003 | Perkara Dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan
biaya perkara

521219 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 4.800.000 4.800.000-

1053.004 | Perkara Dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di
Luar Gedung Pengadilan

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota

Jumlah 57.000,000

52.200.000 | 52.200.000
57.000,000 100

Tabel 3.64 Ditjen Badan Peradilan Agama
Selanjutnya baik belanja pegawai, belanja barang / Uang Persediaan‘atau Ua uka

dan belanja modal dicatat oleh Bendahara Pengeluaran dalam Buku Kﬁum dan

dipertanggung jawabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Akun yang dananya

tersedia dalam DIPA.

Apabila penggunaan Uang Persediaan telah mencapai 50% dari dana yang dikelolanya, maka

Bendahara Pengeluaran sudah dapat mengajukan lagi penggantian Uang Persediaan.

Selain Buku Kas Umum, Bendahara Pengeluaran menggunakan buku-buku bantu seperti :

Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Penerimaan dan Penyetoran Pajak dan Buku Pe

Mata Anggaran Kegiatan. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan Buku
diperbaiki dengan cara dicoret dan hasil coretan tersebut masih tetap jelas
kesalahannya kemudian diparaf. Selain pengelolaan seperti tersebut diatas, Bendahara
Pengeluaran melakukan penarikan Pajak (PPN dan PPH) dari  transaksi keuangan yang
dikelolanya sebagai Pendapatan dan Belanja Negara dan menyetorkannya ke Kantor Pajak
setelah selesai kegiatan/transaksi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Disamping melakukan penarikan PPN dan PPH tersebut diatas juga melakukanpemotongan

sewa rumah dinas dari gaji yang ditunjuk oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

sebagi penghuni rumah dinas dan melakukan pemotongan dari persekot gaji pegawai seb
Penerimaan Negara Bukan Pajak. Buku Kas Umum ditutup setiap satu bulan sekali da
ada pemeriksaan baik pemeriksaan dari atasan langsung maupun pemeriksaan d

lain yang berkaitan. Apabila ada pemeriksaan dari atasa intansi lain.
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dengan jumlah saldo dalam Buku Kas Umum yang ditandatangani oleh pemeriks
diperiksa. Realisasi Anggaran satuan kerja Pengadilan Agama Muara Labuh yang

dari dana DIPA sampai dengan 31 Desember 2021

Maka selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penutupan Kas cian jumla

adalah sebagai berikut :

Sekretariat Mahkamah Agung

ang sesuai

Sisa

Realisasi
(Rp)

Anggaran
Setelah Anggaran
Revisi (Rp) (Rp)

2.013.453.000 2.013.453.000 1.765.717.053 247.735.993

Uraian
Belanja

No Anggaran

Awal (Rp)

1. Belanja

87,7

Persen

Pegawai

2. Belanja 917.264.000 930.851.000 909.453.3
Barang

3. Belanja 37.500.000 37.500.000 36.852.000 648.000 98,274
Modal

Jumlah 2.968.217.000  2.981.804.000  2.712.022.385 269.781.661 20,95

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh 2021

Tabel 3.65 Realisasi Anggaran Sekretariat Mahkamah Agung

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No Uraian Anggaran Anggaran Realisasi Sisa Persen
Belanja Awal (Rp) Setelah (Rp) Anggaran
Revisi (Rp) (Rp)
1. Belanja 57.000.000 57.000.000 57.000.000 0 100
Barang
Jumlah 57.000.000 57.000.000 57.000.000 0 100

Tabel 3.66 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama




BAB IV
KESIMPULAN

A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Pengadilan Agam
Labuh Tahun 2021 merupakan gambaran capaian kinerja yang akunt
dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjala
tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasar
peraturan yang berlaku.
Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan
Tahun 2021 telah dapat memenuhi target sesuai
ditetapkan, target yang belum tercapai akan menjadi ba

tahun 2022. ‘

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian

kinerja di Pengadilan Agama Muara Labuh pada Tahun 2021 diuraikan sebagai
berikut :
1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didala

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan telah berjalannya siste

yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan

kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara

Labuh pada Tahun 2021 adalah:

»  Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun
administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa
sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target

kinerja telah teralisasi.
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»  Pada prinsipnya penyelesaian perk
dengan baik dan hampir mencapai targe
dapat teralisasikan seluruhnya di tahun 202

»  Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Agam
Labuh tahun 2021 pada umumnya sudah berjalan dengan
telah mencapai target.

» Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2021 telah
menindaklanjuti temuan hasil pengawasan internal maupun ekstern

»  Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan
aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan sud

»  Target penyediaan sarana dan prasarana seb
pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 202

seluruhnya. ‘

2. Pada tanggal 01 Juni 2018 Aparatur Pengadilan Agama Muara Labuh telah

menerima Sertifikat Akriditasi Penjaminan Mutu ( APM ) dengan Nomor
058/DjA/SERT-APM/06/2018 Terakriditasi “A” ( Exsellent)
3. Kendala dan hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan

kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang d

menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila

atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau so

Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Muara Labuh

diantaranya :

»  Masih adanya jabatan rangkap, yaitu Kasubbag. Kepegawaian —Ortala
merangkap sebagai Kasubbag. Perencanaan, Tl dan Pelaporan serta
Operator Keuangan dan Jurusita Pengganti, Panitera Muda Hukum
merangkap sebagai Bendahara Penerima, Panitera Muda

Permohonan  merangkap sebagai Kasir dan Pranata Komputer

merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran.
»  Belum lengkapnya sarana dan prasarana disebabkan keterb
anggaran yang diperoleh Pengadilan Agama Muara Labuh.

»  Ruangan Sidang dan PTSP belum me

89

LKjIP Pengadilan Agama Muara Labuh 2021



B. SARAN DAN REKOMENDASI

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka icarikan i untuk
mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk si kendala®tersebut
antara lain :

» Diharapkan penambahan pegawai, terutama Hakim, K

Perencanaan, Tl dan Pelaporan, Panitera Pengganti, Jurusita,
Peradilan, dan Pustakawan.

» Diharapkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran 2

dapat dialokasikan.
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Menimbang

Mengingat

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor W3-A9/1326/Kp.04.5/X11/2021
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2021 pada Pengadilan Agama Muara Labuh dipandang perlu menunjuk Tim
Penyusun LKjIP dimaksud;

Bahwa Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran
Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) pada Pengadilan Agama Muara
Labuh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 );

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/122021 tanggal
13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor DIPA-005-

01.2.401990/2022 tanggal 17 November 2021 dan Nomor DIPA-005-
04.2.401990/2022 tanggal 17 November 2021

Memutuskan ......... ..



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LK;jIP) TAHUN 2021.

Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2021,

Menunjuk/menugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) untuk melaksanakan tugas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan.

: Muara Labuh
: 20 Desember 2021.



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor W3-A9/1326/Kp.04.5/X11/2021, tanggal 20 Desember 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2021
PENGDILAN AGAMA MUARA LABUH

Pangkat/ Jabatan
No Nama/NIP Golongan Jabatan Kedinasan | Kepanitiaan | Ket
Ruang

1 2 3 4 5 6
1 | Koidin, SH.I, M H. Penata Tk. I .

NIP. 19771124 200904 1 002 (111/d ) Wakil Ketua Bt
2 | Syafnzal Penata N Pit I.(Iasu't;‘t‘u;jg_ g - .

NIP. 19650911 199303 1 004 (1ll/c) rimsncyorrens o MR el
3 | Rizki Elia, S HI. Penata Muda Hakii Anigasd

NIP. 19901118 201712 2 001 (1ll/a) 8 neaoia
4 | Drs. Jacki Efrizon, S.H. Penata Tk. 1 Pagitar Anegol

NIP. 19770513 199703 1 002 (111/d) Hisa seota
5 | Darnialis, S. Ag. Penata Tk. 1 i ; oo

NIP. 19651113 199401 2 001 (111/d ) Sekretaris Anggots
6 | Muhammad Fadhly Agusmen, S.H. Penata Panitera Muda

NIP. 19870620 201212 1 002 (1l/c) Permohonan Anggota
7 | Roni Pebrianto, S.H.I, M. H. Penata Muda Tk. 1 | Panitera Muda

NIP. 19900201 201403 1 002 (1I/b) Hukum Anggota
8 | Hafniati Penata Kasubbag. Umum dan

NIP. 19670815 199203 2 003 (1ll/c) Keuangan Anggota
% | Viia.SE - PPNPN Anggota
L ;’;‘F‘j_"’f’“a - PPNPN Anggota

(i, Labuh, 20 Desember 2021.

; m\)@.\ sadilan Agama Muara Labuh,
AN
Hi\

20425 200994 1 004

(U

4 MLA.




DOKUMEN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA
MUARA LABUH




Menimbang

-

Mengingat

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor W3,A9/27/0T.01/1/2021
TENTANG
PENETAPAN/REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( 1IKU )
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

a.  Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/Y/M PAN/3/2007 tentang Pedoman Umum Penctapan Indikator
Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah;

b Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPIM ) 2020-2024 memasuki tahun kedua,
Pengadilan Agama Muara Labuh merasa perhn menetapkan/reviu Indikator Kinerja [tama ( 1K1 )-

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung:

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun

1989 tentang Peradilan Agama:

4 Peraturan Pemerintah Nomaor 8 tahun 2004 tentang Pelaparan Koung
Pemerintah:

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 5 Februari 2007
tenlang Pemberlakuan Buku II, Pedoman Pclaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemisahan Panitera dan Sekretaris
Pengadilan.

an dan Kineria Instanei

BEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENETAPAN/

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN AGAMA MUARA
LABUH TAHUN 2021,

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja vang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh
untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan. menvampaikan rencana kinerja dan anggaran. menyusun
dokumen Penctapan Kinerja. menyusun LKjIP serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja scsuai
dengan Dokumen Renstra Pengadilan Agama Muara Labuh 2020-2024.

Untuk meningkatkan efcktifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama

Muara Labuh ditugaskan untuk :

L. Melakukan reviu atas capaian kinerja sctiap bagian dan atau kelompok dalam rangka menyajikan
keandalan informasi yang disajikan dalam [LK{IP.

|

2. Melakukan Evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara
Labuh.

Keputusan mulat berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekelirvan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan scbagaimana mestinya:

. "Iiitét@pl;‘_a;n-.di - Muara Labuh
-~ Pada tanggale © 04 Januari 2021
i Lgama Muara Labuh,




TOR KIN

AMA
PENANG
KINERJA SUMBER
NO UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN GUNG DATA
JAWAB
1. | Terwujudnya Persentase Sisa Panitera Laporan
Proses Perkara Perdata Jumlah sisa perkara perdata agama yang
Peradilan yang | Agama yang diselesaikan 100%
Pasti, diselesaikan Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus
Transparan, dan diselesaikan
Akuntabel
Catatan:
e Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang
belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa
perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus
diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa
perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan.
SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan.
2. Persentase Perkara Panitera Laporan
Perdata Agama yang Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan Bulanan

diselesaikan Tepat
Waktu

tepat waktu 100%

Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan

Catatan:

e Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan
pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama
yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian
perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan peradilan.

n




Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

100%

Catatan:
e Merupakan persentas h perkara Yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara
yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dala

jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dala

Panitera

jangka waktu triwulan.
Persentase Perkara tera L n
Yang Tidak Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum ‘ Bulanan
Mengajukan Upaya Kasasi 100% dan
Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun Laporan
berjalan Tahunan

Catatan:

[ ]
Persentase perkara Panitera Laporan
yang Tidak Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Bulanan
Mengajukan Upaya Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100% dan
Hukum Peninjauan Jumlah Perkara yang Telah Diputus Laporan
Kembali nan

Catatan:

e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah
jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan
kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput
dalam jangka waktu tahunan.




Index Kepuasan
Pencari Keadilan

100%

Jumla

Catatan:
e Peraturan Menteri

paratur

Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan Publik

Panitera

Peningkatan Persentase Salinan
Efektivitas Putusan Perkara Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang
Pengelolaan Perdata yang dikirim dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100%
Penyelesaian kepada Para Pihak Jumlah Perkara Perdata yang Diputus ‘ Laporan
Perkara tepat waktu Tahunan
Catatan:
e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan
SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
Persentase Perkara Panitera Laporan
yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Bulanan
Melalui Mediasi Mediasi 100% dan
Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Laporan
Tahunan
Catatan:
L]
Persentase Berkas Panitera n
Perkara yang Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Bulanan
Dimohonkan Banding, Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara dan
Kasasi, dan PK yang Lengkap dan Tepat Waktu 100% Laporan
Diajukan Secara Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Tahunan

Lengkap dan Tepat
Waktu

Banding, Kasasi dan PK




10. Persentase Putusan
Perkara yang Menarik Jumlah Putus
Perhatian Masyarakat Masyarakat yan
yang Dapat Diakses 100%
Secara Online dalam Jumlah Putusan Perk
Waktu 1 Hari Setelah Masyarakat
Putus
Catatan:
[ )
11.[ Meningkatnya Persentase Perkara

Panitera

Lapo
Tahunan

Akses Peradilan | Prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% B n
bagi Masyarakat | Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo ‘ dan
Miskin dan Laporan
Terpinggirkan Catatan: Tahunan
L]
12. Persentase Perkara Panitera Laporan
yang Diselesaikan di Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Bulanan
Luar Gedung Gedung Pengadilan 100% dan
Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Laporan
Gedung Pengadilan Tahunan
Catatan:
[ )
13. Persentase Pencari Panitera n
Keadilan Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang n
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% dan
Mendapat Layanan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Bantuan Hukum Tahunan

(Posbakum)

Catatan:




14.

Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

Jumlah Putus 100%

Catatan:

e adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.
Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan unt
dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusa
perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi
persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka
semakin bagus kinerja pengadilan

Panitera
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor W3.A9/1291/0T.00.1/X11/202]
TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021

10.

11

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja
instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada tahun
2021 di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.

Bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) yang
transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Muara Labuh perlu dibentuk

Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU ) Pengadilan Agama Muara Labuh
Tahun 2021,

Ketetapan Majelis Permusuawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang
Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang
Pengadilan Agama.

Instruksi Presideng Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistim
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah__

Perauran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/
IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24
Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Pengadilan Tingkat
Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021

Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim
Reviu Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021.

Tim Reviu Indikator Kinerja Utama ( IKU ) supaya melaksanakan tugasnya dengan

penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama
Muara Labuh.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk
dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Muara Labuh

~ Radatanggal : 10 Desember 2021.
K etua "g%g:[i!an Agama Muara Labuh,
e

© ¢ Hari ES.HI, MA.
1N NIP. 19820425 200904 1 004

Y



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran 1 . Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3.A9/1291/Kp.04.5/X11/2021, tanggal 10 Desember 2021
Tentang Penunjukan Tim Reviu Incl:kator Kinerja Utama ( IKU )
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2021.
TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2021
No Nama Jabatan Kedinasan Jabatan Dalam Tim
1 2 3 4 N
Haris Luthfi, S.H.I, M A. .
L NI, 19820425 200004 1 004 Ketua Pembina
Koidin, S H.I., M.H. . .
2 | NIP. 19771124 200904 1 002 Wakil Ketua Ketua Tim
Jacki Efrizon, S H. ;
3| NIP. 19770513 199703 1 002 Paniterd
= Penanggung Jawab
4 Darnialis, S.Ag. Selerataii
NIP. 19651113 199401 2 001
Muhammad Fadhly Agusmen, S.H. . —
5 NIP. 19870620 201212 1 002 Panitera Muda Permohonan Sekretaris Tim
Rizki Elia, S.H.L .
® | NIP. 19901118 201712 2 001 Hlakir
Roni Pebrianto, S H.I., M.H. .
7| NIP. 19900201 201403 1 002 Panitera Muda Hukum
Etma Juita, B.A. y
8 | NIP. 19640626 199302 2 001 Panitera Muda Gugatan
Gerhana Putra, S.H. 3 o .
| NIP. 19830611 200904 1004 Panitera Pengganti
Hafniati Kasubbag. Umum dan o
10| NIP. 19670815 199203 2 003 Keuangan Anggota
11 Syafrizal Kasubbag. Kepegawaian —
NIP. 19650911 199303 1 004 Ortala
12 Febriana Putri Rahmadayanti, S.T. Pranats Korpiter
NIP. 19940224 202012 2 001 P
13 Triana Agustin, A.Md.A.B. Absivans
NIP. 19960824 202012 2 004 i
14 | Yuli Sosra PPNPN

y _Mum-a Labuh 10 Desember 2021.

.' A\
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DOKUMEN REVIU
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN AGAMA
MUARA LABUH
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

AW

Nomor W3.A9/1290/0T.00.2/X11/2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2020 — 2024
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( 2020 - 2024 ) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang ( 2010 - 2035 ).

Bahwa untuk upaya antisipasi dalam rangka memenuhi perubahan kebijakan
dan aturan kepemerintahan sebagai manifestasi dan dinamika kemajuan global
diperlukan Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) 2020 - 2024,

Bahwa untuk mendukung terlaksananya Reviu Rencana Strategis ( Renstra )
2020 - 2024, perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) 2020 —
2024 Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022

Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang
mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu tersebut.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang
Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presideng Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur
Organisasi dan Tata Kerja.

Peraturan Presideng Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretans Mahkamah
Agung RI.

Peraturan Presideng Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung RL

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perauran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim
Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2020 — 2024 Pengadilan Agama Muara
Labuh Tahun 2022,

Tugas dan tanggung jawab Tim Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2020 —
2024 Pengadilan Agama Muara Labuh adalah menyusun dan menetapkan Reviu atas
Rencana Strategis ( Renstra ) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020 — 2024,
Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2020 — 2024 merupakan pedoman bagi
Pengadilan Agama Muara Labuh untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
menyusun Rencana Kinerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja
(PK) serta menyusun Laporan Kinerja dan mengevaluasi Pencapaian Kinerja
Pengadilan Agama Muara Labuh.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk
dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkaa di  : Muara Labuh
/. Padatanggal, : 10 Desember 2021,
/S gddilan Agama Muara Labuh,

\ . S\




PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran [ : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3.A9/1290/Kp.04.5/X11/2021, tanggal 10 Desember 2021
Tentang Penunjukan Tim Reviu Rencana Strategis ( Renstra )
Pengadilan Agama Muara Labuh.
TIM REVIU RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
—
No Nama Jabatan Kedinasan Jabatan Dalam Tim
1 2 3 4 ]
1 Haris Luthfi, S HI, M.A. Ketua _—
NIP. 19820425 200904 1 004 * e
Koidin, S.H.I., M.H. ; ;
2 | NIP. 19771124 200904 1 002 Waldl Ketua Ketua Tim
3 Jacki Efrizon, S.H. Paisiit
NIP. 19770513 199703 1 002 s
— Penanggung Jawab
4 Darnialis, S.Ag, Sekretaris
NIP. 19651113 199401 2 001
Muhammad Fadhly Agusmen, S H. 2 e
5 NIP. 19870620 201212 1 002 Panitera Muda Permohonan Sekretaris Tim
Rizki Elia, S H.L )
S | NIP. 19901118 201712 2 001 Fakim
Roni Pebrianto, S H.I., M.H. .
7| NIP. 19900201 201403 1 002 Panitera Muda Hukum
Etma Juita, B.A. ;
8 | NIP. 19640626 199302 2 001 Panitera Muda Gugatan
Gerhana Putra, S.H. . )
° | NIP. 19830611 200904 1004 Panitera Pengganti
Hafniati Kasubbag. Umum dan
'O | NIP. 19670815 199203 2 003 Keuangan Anggota
1 Syafrizal Kasubbag. Kepegawaian —
NIP. 19650911 199303 1 004 Ortala
Febriana Putri Rahmadayanti, S.T.
12| NIP. 19940224 202012 3 001 Pranata Komputer
13 Triana Agustin, A. Md.A_B. Arsioari
NIP. 19960824 202012 2 004 Sipie
14 | Yuli Sosra PPNPN

o —

<o AN TR
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/% / Muara{abuh, 10 Desember 2021,
énGadilan Agama Muara Labuh,



Email :

PENGADILAN AGAMA MUARA

JIn. Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax’
Kabupaten Solok Selatan Kode Pos 27776
pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

SATUAN KERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN

: PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH ( 4

TAHUN ANGGARAN :2021.
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Pembayaran gaji dan tunjangan Terpenuhi kebutuhan hidup 100 %
pegawai pegawai
2 | Penyelenggaraan Operasional dan | Lancarnya administrasi kegiatan
Pemeliharaan Perkantoran
3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana 100 %

dilingkungan Peradilan Tingkat
Banding dan Tingkat Pertama

Meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap penegak

hukum.




PENGADILAN AGAMA MUARA

JIn. Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax’
Kabupaten Solok Selatan Kode Pos 27776
Email : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH (4
TAHUN ANGGARAN : 2021.
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Penyelesaian Administrasi Perkara | Terselenggaranya Operasional 100 %
Persidangan.

2 | Peningkatan Manajemen Peradilan | - Kemudahan akses berperkara
Agama. bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

- Jumlah perkara Peradilan 100 %
Agama yang diselesaikan
melalui pembebasan biaya
perkara.

- Jumlah perkara Peradilan 100 %
Agama yang dielesaikan
melalui sidang diluar Gedung
Pengadilan.

- Jumlah perkara Peradilan 100 %
Agama yang diselesaikan
melaui Sidang Terpadu




Email :

PENGADILAN AGAMA MUARA

JIn. Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu Telp. (0755) 70017 Fax’
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama Muara Labuh berdiri pada hari Kamis,09 Juli 1959
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di luar Jawa dan
Madura serta di luar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Awal berdiri Pengadilan Agama Muara Labuh berkantor sementara
di rumah Dja’far Datuk Rajo Pandapatan (Ketua) di Batang Laweh Nagari
Pasir Talang Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu dan belum mem
inventaris kantor. Pada tahun 1960 sampai tahun 1970 kantor Peng
Agama Muara Labuh pindah ke Pasar Muara Labuh dengan menyewa ru

penduduk setempat. Pada tahun 1971 dibangun kantor sementara/darurat

Pengadilan Agama Muara Labuh yang berlokasi di sebelah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sungai Pagu.

Pada  tahun 1981 dibangun Kantor permanent di Jalan
Gumarang, Kecamatan Sungai Pagu dengan anggaran biaya dari
Departemen Agama RI sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),
dengan luas tanah seluas 450 meter persegi, dan pemakaiannya diresmikan

oleh Direktur Peradilan Agama RI pada tahun 1982.

Pada Tahun Anggaran 2000 Gedung Kantor Pengadilan Agama
Muara Labuh direnovasi. Pada tanggal 13 Oktober 2009 gedung Kantor
Pengadilan Agama Muara Labuh telah ditempati dan peresmiannya
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah
Agung RI Bapak Arifin A Tumpa di Pontianak Kalimantan Barat bersamaan
dengan peresmian 56 gedung Kantor Pengadilan baru dari empat lingkungan
Peradilan se Indonesia.

Eksistensi Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana amanat UU

Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009,

1
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1.2

Reviu Rencana Strategis (Renstra)

adalah diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh
beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah,
sadaqah dan ekonomi syariah.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pengadilan Agama Mu
dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024. Sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, juga
dijabarkan kedalam program-program dengan harapan kedepannya didukung
dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya yang
kompeten, serta ditunjang dengan sarana dan prasarana dengan
memperhitungkan juga kondisi lingkungan internal maupun eksternal

Pengadilan Agama Muara Labubh.

Potensidan Permasalahan

Pembahasan potensi dan permasalahan dapat dikelompokan menjadi

analisis faktor internal dan eksternal.Analisis lingkungn dilakukan terhadap
faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan

Agama Muara Labuh secara keseluruhan.

a. Lingkungan Internal
» Kekuatan

e Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan

melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Muara
Labuh, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan,
pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.

e Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang
mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Labuh.

e Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh dan

seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labubh.




» Kelemahan
e Belum optimalnya pemahaman tentang visi
perencanaan yang efektif dalam melakukan pr
e Pembinaan dan pengembangan kualitas Sumber Da
aparatur masih terbatas.

¢ Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.

b. Lingkungan Eksternal.
» Peluang
e Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang
dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di
lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam
mewujudkan Kebijakan Strategis Nasional di Bidang Huku
e Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerj
lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh dan unsur terkait
lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi dan peranan
Pengadilan Agama Muara Labuh di bidang pelayanan peradilan.
e Semakin kuatnya dukungan, komitmen dan tekad semua
kalangan untuk melakukan reformasi dan pemberantasan KKN.
e Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui
pendidikan, pelatihan, sosialsasi, kursus dan lainnya.

» kebijakan Ancaman

e Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga
Peradilan.
e Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak
selaras).
c. Faktor Kunci Keberhasilan
Pengadilan Agama Muara Labuh akan terus memacu diri melakukan tugas
dan fungsinya untuk mendukung terwujudnya peradilan yang
professional, handal dan bermoral menuju “ Pengadilan Agama Muara

Labuh Yang Agung “.

Reviu Rencana Strategis (Renstra)




Berdasarkan factor-faktor tersebut di atas, maka rumusan hasil analisi

strategis yang menjadi perioritas Faktor Kunci Keberhas ah:

» Peningkatan efektifikatas dan efisiensi kerja Pengad
Labuh.

» Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkant ang
efektif.

» Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan
Agama Muara Labuh.

» Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas

Pengadilan Agama Muara Labubh.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencan
memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula facto
keberhasilan sebagai berikut :

» Adanya Kkonsistensi antara sistem perencanaan yang efektif,
pelaksanaan tugas yang optimal dan sistem evaluasi yang tepat sebagai
suatu kesatuan sistem yang saling terkait.

» Adanya pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada
Pengadilan Agama Muara Labubh.

» Adanya dukungan Sumber daya yang memadai.
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BABII

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRAT

2.1 Visi dan Misi

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Muara Labuh tahun
2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja
dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, perbaikan, dan pengelolaan terhadap
system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai
efektifitas dan efisiensi.

Visi adalah cara pandang kedepan berupa gambara
menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan
mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan A

Muara Labuh. Visi Pengadilan Agama Muara Labuh adalah sebag

berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana

dan terwujud dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Muara
Labuh melaksanakan Misi-nya sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Labuh
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para
pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama
Muara Labubh.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama

Muara Labuh
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2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan A,
Labuh. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama
Labuh adalah sebagai berikut :

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Muara Labuh
adalah sebagai berikut :

» Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.
» Keterjangkuan pelayanan badan peradilan.

» Meningkatkan kepastian hukum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima
tahun kedepan, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran
Strategis yang hendak dicapai Pengadian Agama Muara Labuh adalah

sebagai berikut :

» Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

» Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelasaian perkara.

» Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

» Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Reviu Rencana Strategis (Renstra)




BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI dan

Badan Peradilan di bawahnya telah menetapkan visi :
“ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia YangAgung “

Visi besar Mahkamah Agung tersbut membutuhkan langkah-
langkah  konkrit sebagai panduan umum yang berfungsi
menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang
membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam ru
misi Mahkamah Agung Rl.arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk 2
2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

» Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
» Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

» Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pendekatan kerangka berfikr manajemen pengadilan yang unggul

terdapat 7 ( tujuh ) area “ Peradilan Agung “ sebagai berikut :

» Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan.

» Kebijakan-kebijakan Pengailan.

» Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan keuangan.
» Penyelenggaraan persidangan.

» Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

» Pelayanan pengadilan yang terjangkau.

» Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dalam Buku Cetak Biru Mahkamah Agung RI, untuk masa 2010 - 2035
sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung

Rl dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah
7
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operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah

menetapkan arah kebijakan dalam beberapa strategi

» Fungsi Peradilan.

» Manajemen Perkara.

» Manajemen Sumber Daya Manusia.
» Manajemen Sumber Daya Keuangan.
» Manajemen Sarana dan Prasarana.
» Manajemen Informasi Teknologi.

» Transparansi Peradilan.

» Fungsi Pengawasan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Muara Labuh

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasar

yang ditetapkan, Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan arah

kebijakan dan sasara strategi sebagai berikut :

» Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel.

» Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

» Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah
Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Agama Muara Labuh dalam
pelaksanaan tugas fungsinya berdasarkan sasara strategis sebagai
berikut :
a. Program Dukungan Majemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya.
Program Dukungan Majemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dibuat

untuk mencapai sasaran strategis menciptakan Sumber Daya
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Manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yan

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan iatan inj

adalah :

» Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, tran dan
akuntabel.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah :

e Sisa perkara yang diselesaikan.

e Penyelesaian perkara.

e Penurunan sisa perkara.

e Perkara yang tidak megajukan upaya hukum Banding, Kasasi
dan Peninjauan Kembali ( PK).

e Indek responden pencari keadilan yang puas ter
layanan peradilan.

» Peningkatan efektifikas pengelolaan penyelasaian perkara.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan
efektifikas pengelolaan penyelasaian perkara melalui :

e Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
e Persentase pekara yang diselesaikan melalui mediasi.
e Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu.

e Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Manajemen yang baik akan menentukan Kkualitas
pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Lembaga. Badan Peradilan
Agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan
yang bersifat Teknis Peradilan kepada masyarakat pencari

keadilan. oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya
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memerlukan manajemen administrasi yang baik sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Labuh pada Program Peningkatan Manajemen Peradi

adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
terpinggirkan melalui :
» Perkara prodeo yang diselesaikan.
» Perkara yang didelesaikan melalui sidang diluar gedung
pengadilan ( sidang keliling ).
» Perkara yang didelesaikan melalui sidang terpadu.
2. Meningkatnya keatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
Kegiatan untuk mencapa asaran strategis Meningka

keatuhan terhadap Putusan Pengadilan melaui :

» Putusan perkara yang ditinfdak lanjuti ( eksekusi ).

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bag Pengadilan
Agama Muara Labuh selama satu tahun kedepan untuk mendorong
terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut
disusun Mahkamah SAgung RI dengan mempehatikan hasil montoring dan

evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah

ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung

pelaksanaan tugas ke depan.

No Jenis Regulasi Nama Regulasi
1 | Surat Keputusan Ketua SK. Ketua Mahkamah Agung RI
Mahkamah Agung RI Nomr 1-144/KMA/SK/1/2011,

tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan.

2 Surat Keputusan Ketua SK. Ketua Mahkamah Agung RI
Mahkamah Agung RI Nomr 026 Tahun2012, tentang
Standar Pelayanan Publik.

10
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No

Jenis Regulasi

Nama Regulasi

Surat Edaran Mahkamah Agung
RI.

Surat Edaran M
Nomor 2 Tahun
Penyelasaian Pe
Tingkat Pertam
pada 4 Lingkungan Per

Peraturan Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agu
1 Tahun 2014, tentang Ped
Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradila.

Peraturan Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
1 Tahun 2016, tentang Prosedur
Mediasai di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
7 Tahun 2016, tentang Penegakan
Dsiplin Kerja Hakim pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yan,
Berada Dibawahnya.

Peaturan Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI
8 Tahun 2016, tentang Pengawas
dan Pembinaan Atasan Langsung
Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Dibawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
9 Tahun 2016, tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di
Lingkungan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan Dibawahnya..

10

Maklumat

Maklumat Nomor
1/Maklumat/KMA/IX/2017, tentang
Pengawasan dan Pembinaan Hakim,
Aparatur Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan Dibawahnya.

11

Surat Sekretaris Mahkamah
Agung RI

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 933/SEK/0T.01.3/10/2017,
perihal Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Perkatama.

12

Peraturan Mahkamah Agung RI

Perma No. 3 Tahun 2018, tentang
Administrasi perkara di Pngadilan
secara elektronik.

13

Peraturan Mahkamah Agung RI

Perma No. 1 Tahun 2019, tentang
Administrasi perkara dan persidangan
di pengadilan secara elektronik.
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3.4. Kerangka Kelembagaan.

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah kan
perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan "dan p ran
mengenai pengelolaan ASN di lingkungan Pengadilan Agama Muara
Labuh dalam rangka melaksanakan visi, mis, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh
disusun berdarakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

2015.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

5

| Mohammad ly
Agusmen, SH.

Febriana Pug
Rahmadayant, ST.

KETERANGAN : abvh, 11 Oktober 2021.

kn Agama Muara Labul,

i

Garis Tanggung Jawab
w— o wm Gatis Koordinasi
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

BAB 1V

Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan lingkungan Peradilan

Agama, sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakan

hokum

dan

keadilan.Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai Pengadilan Tingkat

Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus

perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan,

sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pa
sebelumnya, maka Pengadilan Agama Muara Labuh telah menetap

(empat) tujuan yang terbagi menjadi beberapa sasaran, indicator dan t

kinerja sebagai berikut :

Reviu Rencana Strategis (Renstra)

Target Kinerja
No Tujuan Sasaran Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(%) | (%) | (%) | (%) | (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Terwujudnya 1. Terwujudnya 1. Persentase
kepercayaan Proseg SisaPerkara 100 100 100 100 100
masyarakat peradilan yang yang
terhadap sistem pasti, diselesaikan
peradilan transparandan | 2. Persentase
melalui proses akuntabel. perkara
peradilan yang yang 100 100 100 100 100
adil, transparan diselesaikan
dan akuntabel tepat waktu
3. Persentase
penurunan 100 100 100 100 100
sisa perkara
4. Persentase
perkara
yang tidak
mengajukan |4, 100 100 100 100
uaya hukum
- Banding.
- Kasasi
-PK
5 Indeks 100 100 100 100 100
responden
2 Terwujudnya 2. Peningkatan 1. Persentase
penyederhanaan efektifitas isi putusan
proses pengelolaan yang
penanganan penyelesaian diterima 100 100 100 100 100
perkara melalui perkara. para pihak
pemanfaatan tepat waktu
Teknologi
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No

Tujuan

Sasaran

Indikator

Target Kinerja

2020

2021

4

(%)
5

(%)
6

2. Persentase
perkara
yang
diselesaikan
melalui
mediasi

100

100

2023

%)

3. Persentase
brkas
perkara
yang
diajukan
Banding,
Kasasi dan
PK secara
lengkap dan
tepat waktu

100

100

4. Persentase
putusan
perkara
yang
menarik
masyarakat
yang data
diakses
secara
online
dalam
waktu 1 hari

100

100

100

100

Terwujudnya
pelayanan akses
peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

. Meningkatnya

akses
Peradilan bagi
masyakarat
miskin dan
terpinggirkan.

1. Persentase
isi putusan
yang
diterima
para pihak
tepat waktu

100

100

100

100

100

2. Persentase
perkara
yang
diselesaikan
diluar
gedung
pengadilan

100

100

100

100

100

3. Persentase
perkara
yang
diselesaikan
melalui
sidang
terpadu

100

100

100

100

100

Terwujudnya
pelayanan
hokum yang
prima

. Meningkatnya

kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan.

Persentase
putusan
perkara yang
ditindalanjuti
(eksekusi)

Reviu Rencana Strategis (Renstra)
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4.2. Keranga Pendanaan

Keberhasilan Pengadilan Agama Muara Labuh aian

target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran kan
digunakan, yaitu menggunakan indicator kinerja. Untuk mencapai target-
target tersebut diperlukan anggaran ( dana ). Pengadilan Agama Muara
Labuh untuk Tahun Anggaran 2020 memperoleh alokasi dana DIPA Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor SP. DIPA-005.01.2.401990/
2021 tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp.2.968.217.000,- (Dua milyar
sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah)
dan DIPA Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor SP.
DIPA-005.04.2.401991/2021 tanggal 23 November 2020 se
Rp.57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian m

masing sebagai berikut :

DIPA 005.01.2.401990 ( Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ).
Belanja Pegawai ( 51)

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp)
1 2 3
1 | Belanja Gaji Pokok PNS 766.008.000
2 | Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000
3 Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS 61.498.000
4 | Belanja Tunjangan Anak PNS 21.991.000
5 | Belanja Tunjangan Jabatan Struktural PNS 28.140.000
6 | Belanja Tunjangan Jabatan Fungsional PNS 810.960.000
7 Belanja Tunjangan PPh Pasal 21 PNS 131.791.000
8 | Belanja Tunjangan Beras PNS 49.652.000
9 Belanja Uang Makan PNS 137.808.000
10 | Belanja Tunjangan Umum PNS 5.590.000
Jumlah 2.013.453.000
15

Reviu Rencana Strategis (Renstra)




Belanja Barang( 52 )

No Uraian Belanja
1 2
1 Belanja Keperluan Perkantoran
2 Belanja Barang Operasional Lainnya
No Uraian Belanja
1 2 3
3 | Belanja Barang Persediaan 35.284.000
4 | Belanja Keperluan Perkantoran 162.900.000
5 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.600.000
6 Belanja Langganan Listrik 20.400.000
7 Belanja Langganan Telepon 600.000
8 Belanja Langganan Air ( PDAM ) 1.200.000
9 Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim 25.920.000
10 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 122.940.000
11 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 116.140.000
12 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 44.4
13 | Belanja Barang Operasional Lainnya 20.7
14 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Konsultasi Tk. Banding) 47.3
15 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Pembinaan Tk. Banding) 16.92
16 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( KPPN/DJPB/KPKNL ) 20.140.
17 | Belanja Penanganan Covid-19 5.000.00
Jumlah 925.851.000 |

Belanja Modal ( 53)

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp)
1 2 3
1 Belanja Pengadaan 3 Unit PC Kepaniteraan 37.500.000
Jumlah 37.500.000

DIPA 005.04.2.401991( Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI)

Belanja Barang ( 52)
No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp)
1 2 3
1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Bantuan Prodeo) 3.000.000
2 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Kebersihan
. . 1.800.000
tempat Sidang Keliling)
3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Sidang Keliling ) 43.200.000
4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Sidang Terpadu ) 9.000.000
Jumlah 57.000.000
16
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Reviu Rencana Strategis (Renstra)

BABYV
PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara La 020-
2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan pelu uai
dengan ketentuan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal
maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan upaya
untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik kelemahan, peluang,
tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan

selama lima tahun kedepan, serta output yang ingin dihasilkan dan outcame

yang diharapkan.

Renstra Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2020-2024
disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan Demikian Renstra b

terbuka dari kemungkinan peubahan dan untuk selanjutnya menjadi R

Renstra 2020-2024 yang difinitif. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat
membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran

tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra 2020-2024 ini pula diharapkan unit-unit kerja
di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh memiliki pedoman yang dapat
dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program

selama lima tahun kedepan ( 2020-2024 ) sehingga visi dan misi Pengadilan

Agama Muara Labuh dapat terwujud dengan baik.

Dengaditar Hgama Miara Lotk
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MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh ( 401990/401991 )
Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengailan Agama Muara Labuh.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan.kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
4. Meningkatkan Kredibiltas dan Transparansi Pengadian Agama Muara Labuh.

Tujuan Sasaran Target (%) Strategis
No . Indikator Target . . S Indikator Target
Uraian Kinerja (%) Uraian Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - (0/?) Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16
1 Terwujudnya Persentase Terwujudnya | Perdsentase sisa
keperayaan para pihak 100 proses perkara yang 100 | 100 | 100 100 2.968.217.000
i diselesaikan
masyarakat yang percaya peradilan
terhadap sistem | terhadap yang pasti, PR g
- - yang diselesaikan 100 100 100
peradilan sistem transparan tepat wakiu
melalui proses peradilan dan akuntabel |“Barsantase penurunan
peraFlllan yang sisa perkara 100 100 100
pastl, Persentase perkara " Perkarawang
transparan dan yang tidak 100 100 100
akuntabel mengajukan upaya
hokum banding,
kasasi dan PK
Persentase Indeks
responden pencari 100 100 100
keadilan yang puas
terhadap layanan
peradilan
2 Terwujudnya Persentase Peningkatan Persentase isi Isi putusan yang
penyederhanaan | perkara yang 100 | efektifitas putusan yang 100 | 100 | 100 | 100 | 100 diterima oleh 100
proses diselesaikan pengelolaan d!:]erl'("t‘a o'teh plft’a par;tplhak tepat
penanganan tepat waktu penyelesaian ‘F’,'erzemea‘;i V:E:kalr’a ‘;":rk:ra -
perkara melalui perkara yang diselegaikan 100 100 100 100 100 diselesaiykang
pemanfatan melalui mediasi melalui mediasi
teknologi
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Tujuan Sasaran Target (%) Strategis
No Indikator Target Indikator Target
Uraian Kinerja (%) Uraian Indikator Kinerja | 202 021 | 2022 | 2023 ogram Kegiatan Kegiatan (0/3) Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16
Terwujudnya Persentase Peningkatan Persentase perkara ram Berkas perkara Terlaksananya
penyederhanaan | perjara yang efektifitas yang diajukan 10 100 ngan yang diajukan administrasi 100
proses diselesaikan pengelolaan | banding, kasasi dan ajemen | banding, kasasi | dan
penanganan tepat waktu penyelesaian ZK secara lengkap dan PK secara pengelolaan
. an tepat waktu lengkap dan tepat | keuangan
perkara melalui perkara ksanae_ln waktu BUA
pemanfat_an Persentase putusan tugas teknis [“p
teknologi perkara yang menarik
masyarakat yang
dapat diakses secara
online dalam waktu 1 100 100 100 100 100
hari setelah diputus
3 Terwujudnya Persentase Meningkatnya Persentase
pelayanan akses perkara yang 100 akses peradilan || penyampaian/ 100 57.000.000
peradilan bagi diselesaikan bagi mayarakat | pemperitahun 100 | 100 | 100 | 100 | 100 selesaikan
masyarakat melalui miskin dan putusan kepada
miskin dan pembebasan terpinggirkan .
terpinggirkan biaya/prodeo para pihak
Persentase perkara
yang diselesaikan d
melalui sidang diluar 100 100 100 melalui Stdang
gedung pengadilan diluar gedung
(sidang keliling) pengadilan
Persentase perkara
yang diselesaikan 100 100 100
melalui sidang
terpadu
4 Terwujudnya Persentase Meningkatnya Persentase putusan
pelayanan prima putusan perkara 0 kepatuhan perkara yang ditindak 0 0 0 0
yang ditinak terhadap lanjuti ditindak lanjuti
lanjuti putusan
pengadilan
19
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TUJUAN - SASARAN STRATEGIS
No INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR TARG
URAIAN KINERJA % URAIAN KINERJA 2020 2021 2022 023 M KEGIATAN KEGIATAN ET Rp
1 2 3 4 5 6 7 1 13 14 15 16
1 - Meningkatkan - Meningkatnya 100 Sisa Perkara Persentase Sisa 2 Terselenggaranya Jumlah Perkara 10 3.000.000
kinerja aparat penyelesaian Perdata yang Perkara Perdata prkr prl penyelesaian Perda{QEEg
Pengadilan Agama perkara. diselesaikan yang ama | perkara yang yang diselCSalgy
N . sederhana, melalui
Muara Labuh dalam diselesaikan transparan dan Pembebasan Biaya
melaksanakan tugas - Peningkatan akuntabel Perkara
dan fungsi sebagai aksepbilitas 100 Perkara Perdata Persentase 521 540 dilingkungan
pelayan masyarakat putusan hakim yang Perkara Perdata prkr prkr Peradilan Agama | Jumlah Perkara a8 54.000.000
sehingga masyarakat diselesaikan yang Peradilan Agama
pencari keadilan - Peningkatan tepat waktu diselesaikan ‘r’::lilﬂ'is:i':::'gka"
merasa kebutuhan efektifitas tepat waktu diluar Gedung
dan kepuasannya pengelolaan Pangadilan dan
terpenuhi. penyelesaian idang Terpadu
perkara 100 Perkara yang Persentase 1 1 1
- Menciptakan mengajukan Perkara yang prkr prkr prkr
mobilitas kerja dan - Peningkatan Banding mengajukan
kualitas pelayanan aksesbilitas Banding
untuk mencapai masyarakat 100 Permohonan Persentase 1 0 1
target. terhadap eksekusi Permohonan prkr prkr prkr
peradilan terhadap putusan | eksekusi
- Mewujudkan (acces to perkara perdata terhadap putusan
pelayanan justice) yang perkara perdata
administrasi dan berkekuatan yang
informasi terpadu. hukum tetap berkekuatan
hukum tetap
- Meningkatkan 100 Pengiriman Persentase 15 0 30
sarana dan berkas _tabayyun Pengiriman prkr prkr prkr
melalui berkas tabayyun
prasarana . .
tabayyun online melalui
perkantoran. .
tabayyun online
100 Pengiriman Persentase 1 1 1
berkas perkara Pengiriman prkr prkr prkr
banding melalui berkas perkara
e-dokumen banding melalui
e-dokumen
100 Berkas yang Persentase 1 1 1
diajukan berkas yang prkr | prkr | prkr | prkr | prkr
banding yang diajukan
disampaikan banding yang
secara lengkap disampaikan
secara lengkap
100 Pemakaian Persentase 521 407 530 535 540
aplikasi SIPP Pemakaian prkr prkr prkr prkr prkr
dalam aplikasi SIPP
manajemen dalam
informasi manajemen
perkara informasi
perkara
20
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STRATEGIS

TUJUAN SASARAN
d URAIAN INPILENeT: TARO/GET URAIAN INDIKATOR 2020 2021 20 202
KINERJA i KINERJA
1 2 3 4 5 6 7
100 Penyelesaian Persentase 5 prkr
perkara prodeo Penyelesaian
perkara prodeo
100 Penyelesaian Persentase 231
perkara dengan Penyelesaian perkara prkr
pelaksanaan dengan pelaksanaan
sidang diluar sidang diluar gedung
gedung Pengadilan Pengadilan
100 Penyelesaian Persentase 20 40
perkara dengan Penyelesaian perkara prkr prkr
pelaksanaan d_engan pelaksanaan
. sidang terpadu
sidang terpadu
2 100 Pengusulan Persentase 12 13 20 23 26
aparatur peradilan Pengusulan aparatur org org org org org
yang mengikuti peradilan yang
bimbingan teknis mengikuti bimbingan
dan non teknis teknis dan non teknis
yang diadakan yang diadakan oleh
oleh Pengadilan Pengadilan Tinggi
Tinggi Agama Agama Padang
Padang
100 pengusulan Persentase 0 2 2 3 3
kenaikan pangkat pengusulan kenaikan org org org
aparatur pangkat aparatur
pengadilan yang pengadilan yang
berdasarkan berdasarkan kinerja
kinerja dan dan kompetensi
kompetensi
100 realisasi sarana Persentase 3 3 2
dan prasarana realisasi sarana Unit Unit Unit
yang dan prasarana
mendukung yang mendukung
pelayanan pelayanan prima
prima
100 Penyampaian Persentase 4 4 4 4 4
laporan keuangan penyampaian laporan keg keg keg keg keg

dan BMN ke
korwil setelah
rekonsiliasi
dengan KPPN dan
KPKNL

keuangan dan BMN
ke korwil setelah

rekonsiliasi dengan
KPPN dan KPKNL

Reviu Rencana Strategis (Renstra)

INDIKATOR TAR
AM KEGIATAN EEATA GET Rp
13 14 15 16
Transparan 24 7.240.000
dan Akuntabel OH
/0
Satuan Kerja K
yang
dimonitoring
dan dievaluasi
Pengelolaan
Keuangan 80 48.160..000
OH
/o
Pedoman K
Pengelolaan
Keuangan
Negara.
- Memenuhi 32 45.120.000
U_"dangan . Penyelengaraan OH
Tingkat Banding Operasional dan /
Non Operasional
Satuan Kerja OK
Daerah




TUJUAN

TARGET

SASARAN

TARGET

No URAIAN lNKEI)Il\IKSJiR % URAIAN INK?’[‘KSJT 2020 022
1 2 3 4 5 6 7
100 Produktifitas Persentase 12
kinerja SDM produktifitas org
(SKP dan kinerja SDM
Penilaian (SKP dan
Prestasi Kerja) Penilaian Prestasi
Kerja)
100% Pengaduan Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat pengaduan
yang masyarakat yang
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
100% Penurunan Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
pelanggaran penurunan

kode etik oleh
aparat peradilan

pelanggaran kode
etik oleh aparat
peradilan

STRATEGIS
INDIKATOR TAR
KEGIATAN KEGIATAN GET Rp
13 14 15 16
ovinasy | T Pemb/Rapat )| 96 45.120.000
Koord.masll Koordinasi oH
Pembinaan inekat
Tingkat Ting _a /o
Banding Banding K
Laporan
Pengelolaan
Keuangan yang
Transparan
akuntabel | 96 25.440.000
OH
/
OK
16 4.240.000
OH
/
OK
8 2.120.000
OH
Operasional /o
dan Non K
Operasional
Satuan Kerja
Daerah
1 2.013.453.000
Thn

Pemeliharaan
Kantor

Kebutuhan

Reviu Rencana Strategis (Renstra)

Sehari-hari

Perkantoran

- Belanja 277.440.000
Honor
PPNPN

- Belanja 1.440.000
Langganan
Koran




TUJUAN TARGET SASARAN TARGET
No INDIKATOR o INDIKATOR INDIKATOR
% TARGET
URAIAN KINERJA b URAIAN KINERIA 2020 2021 2022 KEGIATAN KEGIATAN Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16
Satuan Kerja yang 1
mendapatkan Tahun 3.000.000
Belanja barang ) 1
operasonal lainnya Pengelolaan Tahun 44.400.000
Belanja Barang 1 35.284.000
Persediaan Laporan Tahun
Pengelolaan 1 157.476.000
Tahun
3.600.00
Bulan
20.400.000
Bulan
600.000
iTahun
1.200.000
Bulan
25.920.000
- Belanja 2696 122.940.000
Pemeliharaan m2
Gedung dan 3
Bangunan -
Unit
43 116.140.000
Unit
Pelaksanaa
ional
- Honor 84 44.400.000
Operasional oB
Satuan Kerja
- Belanja Barang 19 7.200.000
Operasional stel
Lainnya
Peningkatan Sarana dan
Sarana dan Prasarana
Prasarana Pendukung SIPP
Aparatur - Belanja Modal 37.500.000
Mahkamah Peralatan dan
Agung Mesin

STRATEGIS

Reviu Rencana Strategis (Renstra)
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Tujuan Sasaran Strategis 2023 2024
1. Meningkatnya 1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai. 013.453.000 2.472.385.000 2.474.115.000
Kinerja 2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai. )
Pengadilan Agama 3. gﬂenlng;(at'nyalmutu dan jumlah tenaga terampil 920.000.000 925.000.000
an profesiona
Muara Labuh 4. Terciptanya keamanan, kenyamanan dan kebersihan
. 5. Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan 10.000.000 5.000.000 5.000.000
2. Meningkatkan penatausahaan pelaksanaan anggaran.
sarana dan Jumlah 1 2.604.279.000 2.949.304.000 397.385.000 3.404.115.000
prasarana
perkantoran . . 360.431.000 37.500.000 600.000.000
1. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Meningkatnya pembangunan gedung dan bangunan 0 0 3.750.000.000
Jumlah 2 360.431.000 37.500.000 4.350.000.000
]UMLAH 005.01.401990 2.964.710.000 2.946.804.000 3.102.304.000 7.397.385.000 7.754.115.000
1. Menciptakan 1. Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya
mobilitas kerja dan Standarisasi biaya perkara.
kualitas pelayanan 2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan 60.500.000 57.000.000 106.000.000 115.000.000 115.000.000
. U“ttUk mencapai Informasi yang akurat.
arget. 3. Terlaksananya penyelasaian perkara secara cepat,
2 ’\g;\g;;ﬁgﬁan sederhana dan biaya ringan
administrasi 4. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara
dan informasi Jumlah 60.500.000 115.000.000 115.000.000
terpadu.
JUMLAH 005.04.401991 60.500.000 57.000.000 106.000.000 115.000.000 115.000.000

Reviu Rencana Strategis (Renstra)

Jagki Efrizon, SH
N{P.197705131997031002

Muara Labuh, 31 Desember 2021.
Sekretaris,

Darnialis, S. Ag
NIP. 19651113 199
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RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jin. Raya Muara Labuh — Padang Aro, Km. 12 Ampalu
E-Mail : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id



mailto:pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

005.01.2.401990 : Pengadilan Agama Muara Labuh.

ERJA TAHUN 2021
UARA LABUH

5 JCANA AKS
lIGADILAN

No

Sasaran Strategis

r

Target (%)

I I Il I\
1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
transparan dan akuntabel. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
e Banding
e Kasasi
¢ Peninjauan Kembali
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan
Jadwal Pelaksanaan
No Aksi / Kegiatan (Triwulan) Keluaran Program Kegiatan Dana (Rp)
| I m | v
1
1. Belanja Pegawai Terbayarnya Gaji dan Uang Makan Hakim Program Dukungan Pembinaan
\/ \/ \/ \/ dan Pegawai Manasjemen dan Adninistrasi dan 2.013.453.000
2. Belanja Barang Terpenuhi kebutuhan seharihari Perkantoran Pelaksanaan Tugas Keunagan Badan
\/ \/ \/ \/ Teknis Lainnya Urusan Administrasi 917.264.000
Mahkamah Agung
3. Belanja Modal Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Program Peningkatan Pengadaan Sarana
Prasarana Internal Sarana dan Praarana dan Prasarana di
\/ \/ \/ \/ Aparatue Mahkamah Lingkungan 37.500.000
Agung Mahkamah Agung
Melakukan pembayaran gaji dan Terpenuhinya kebutuhan hidup Hakim dan Program Dukungan Pembinaan
2 tunjangan Hgkim c};n Pega{Nai \/ \/ \/ \/ Pegzwai g P Magasjemen dar? Adninistrasi dan 1.875.645.000
T hinva Kebutuh kan Hakim d Pelaksanaan Tugas Keunagan Badan
3 Melakukan pembayaran Uang Makan \ Perpenu_ Inya Kebuluihan makan Fakim dan Teknis Lainnya Urusan Administrasi 137.808.00
Hakim dan Pegawai egawal Mahkamah Agung
4 Melakukan pembayaran Uang Honor N N N N Terpenuhinya kebutuhan hidup PPNPN 273.000.00
1

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 PA Muara Labuh




PPNPN

5 Melakukan pembayaran langganan Terbayarn

Koran v v v v
6 Melakukan pembayaran air minum \/ \ \ \/ Terpenuhi

(galon) Hakim dan
7 Melakukan pembayaran belanja N \ N N Terpenuhinya kebu

barang operasional lainnya
8 Melakukan pembayaran belanja Terpenuhinya keperlua

Barang Persediaan v v v v perkantoran 36.084.000
9 Melakukan pembayaran langganan \/ \ \ N Lancarnya informasi dan komunikasi

Internet dan Web Hosting
10 Melakukan pembayaran pengiriman \/ \/ \/ \/ Lancarnya pengiriman surat dinas pos pusat Program Dukungan Pembinaan

surat dinas pos pusat Manasjemen dan Adninistrasi dan
11 | Melakukan pembayaran langganan N Lancarnya pembayaran langganan istrik setiap | Pelaksanaan Tugas Keunagan Badan

listrik \/ \/ \/ bulannya Teknis Lainnya Urusan Administrasi
12 Melakukan pembayaran langganan N N N N Lancarnya pembayaran langganan telepon Mahkamah Agung

telepon setiap bulannya 600.000
13 Melakukan pembayaran langganan air Lancarnya pembayaran langganan air setiap

(PDAM ) v V v v bulannya 1.200.000
14 Melakukan pembayaran sewa rumah Terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal hakim

dinas Hakim v yang aman dan nyaman 25.920.000
15 Melakukan pemeliharaan gedung dan Terpelihara dan terawatnya gedung dan

bangunan v v v v bangunan 100.540.000
16 Melakukan pemeliharaan peralatan Terpelihara dan terawatnya peralatan dan

dan mesin v v v v mesin 98.140.000
17 Melakukan pembayaran honor Terbayarnya uang honor Tim Penglola

operasional Satuan Kerja \ v v v Keuangan 44.400.000
18 Melakukan pembelian pakaian Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas PNS

dinas/pakaian kerja v v v v Non Hakim dan Pakaian Kerja PPNPN 7.200.000
19 Melakukan konsultasi ke Pengadilan Lancarnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan

Tinggi Agama Padang v v v v Agama Muara Labuh 21.200.000
20 Memenuhi undangan Pengadilan Terpenuhinya undangan Pengadilan Tinggi

Tinggi Agama Padang \ v v v Agama Padang 12.480.000
21 Melakukan penyusunan anggaran Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran-

Kemneterian/Lebaga (RKA-KL) Tahun 2022 i

Tahun Anggaran 2022 VoA Kemnterianebega (RRAKL) Tahun 2022 seua 7.240.000
22 Melakukan Rekonsiliasi SIMAK- Lancarnya pelaksanaan Rekonsiliasi SMAK-

BMN dan SAIBA v \ v V' | BMN dan SAIBA 7.240.000

Melakukan konsultasi ke KPKNL Lancarnya konsultasi ke KPKNL Padang
23 Padang Vo 2.120.0

2
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. Lancarnya pelaksanaan anggaran Pengadilan
24 Mengajukan SPM ke KPPN Solok N Agama Muara Labuh
25 Melakukan konsultasi ke Kanwil N
DJPB Sumatera Barat
26 Melakukan pembayaran Penanganan N
Covid-19
27 Melakukan pengadaan perangkat Program Peningkatan | Pengadaan Sarana
engolah data dan komunikasi Sarana dan Praarana dan Prasarana di
peng \/ Aparatue Mahkamah Lingkungan 37.500.000
Agung Mahkamah Agung
28 Melaksanakan rapat dinas Hakim dan \ \ \ Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas
Pegawai dan pelayanan kepada masyarakat
29 | Melaksanakan rapat koordinasi N Meningkatnya kualitas dan jumlah
pimpinan terkait penyelasaian perkara penyelesaian perkara
30 | Melaksanakan rapat kelompok terkait N N N Terlaksananya pelaksanaan anggaran
pelaksanaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku
3 Mengutus para hakim dan pejabat Mompetensi haki dan pejabat
untuk mengikuti diklat, seminar dan ~ N N meningkat
lainnya
32 | Mengutus Operator T1 untuk N N N Meningkatnya kompetensi Tim
mengikuti sosialisasi/pelatihan Teknologi Informasi
33 | Mengutus hakim/pegawai/operator Meningkatnya kompetensi
untuk mengikuti sosialisasi/pelatihan ~ N N hakim/pegawai/operator tentang
9 Aplikasi Inovasi Badilag MARI aplikasi
005.04.2.401991 : Pengadilan Agama Muara Labuh.
. , Target (%
No Sasaran Strategis Indikator TRETY get (%) v
1 Meningkatnya akses peradilan bagi a. Persentase perkara prode yang diselesaikan

masyarakat miskin dan terpinggirkan

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung
pangadlan

c. Persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang
terpadu

< P p
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No

Aksi / Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Program

Kegiatan

(Triwulan)
1
Belanja Pembebasan Biaya Terlaksananya bant Program Peningkatan Perkara dilingkungan
Perkara biaya perkara miskin Manajemen Peradilan | Peradilan Agama yang
\/ Agama diselesaikan melalui 3.000.000
Pembebasan Biaya Perkara
2. Belanja Sidang Diluar Gedung Terlaksananya Sidang Diluar Gedung Perkara dilingkungan
(Sidang Keliling) \/ Pengadilan (Sidang Keliling) P_eradlla_n Agama yang
diselesaikan melalui sidang
diluar gedung
3. Belanja Sidang Terpadu Terlaksananya Sidang Terpadu Perkara dilingkungan
\/ \/ Peradilan Agama yang 9.00
dselesaikan melalui Sidang '
Terpadu
2 Melakukan pembayaran biaya perkara | +/ Terlaksananya pelayanan bagi Program Peningkatan | Perkara dilingkungan 3.000.000
prodeo masyakarat miskin dan Manajemen Peradilan | Peradilan Agama yang
: . Agama diselesaikan melalui
terpinggirkan Pembebasan Biaya Perkara
3 | Melakukan pembayaran belanja N Terlaksananya sidang diluar Perkgfla dilingkungan 45.000.000
i i ; il Peradilan Agama yang
sidang diluar gedung gedung (sidang keliling ) diselesaikan melalui sidang
diluar gedung
4 | Melakukan pembayaran belanja ~ \ Terlaksananya bantuan hukum Perkara dilingkungan 9.000.000
Posbakum kepada pencari keadilan Peradilan Agama yang
dselesaikan melalui Sidang
tertentu. Terpadu
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